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ABSTRAK 
Nama          : Debrillya Tri Ramadhani 
Nim         : 80500215009 
Judul                      : Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaian 
Syariah ( Studi Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral 
Makassar). 
Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan non bank melaksanakan 
fungsinya sebagai lembaga penyalur dana masyarakat melalui produk-produknya. 
Salah satu produk yang disediakan adalah gadai emas syariah (rahn) yang 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat baik untuk kegiatan 
produktif maupun konsumtif, dalam tesis ini membahas masalah mekanisme 
pengelolaan gadai emas pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar dan  
pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar 
berdasarkan dengan fatwa DSN-MUI  no 25 & 26 /DSN/MUI/III/2002  
Masalah tersebut dilihat dan dianalisis dengan pendekatan teoritik dan 
pendekatan yuridis normatif, Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah 
metode kualitatif dengan sumber data dari data primer yang diperoleh dari hasil 
wawancara langsung dan data sekunder berupa informasi yang bersifat dokumen. 
Data sekunder lainnya diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel lainnya yang 
membahas tentang (rahn). Pengumpulan data melalui metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian ini ditemukan bahwa  mekanisme pengelolaan gadai emas 
pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Makassar dilakukan dengan 
menggunakan transaksi tiga  akad, yaitu akad  Qard, akad Rahn dan akad Ijarah. 
Akad- akad yang dijalankan untuk Gadai Emas pada  Pegadaian Syariah Unit 
Pasar Sentral sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 & 26 /DSN-
MUI/III/2002 selalu berlandaskan  Syariah (al-Qur’an, al-Hadist, dan Ijma Ulama) 
Diharapkan  bagi para Lembaga Keuangan Syariah khususnya Pegadaian 
Syariah lebih intensif mensosialisasikan produk-produk Pegadaian Syariah kepada 
masyarakat luas dan juga para praktisi Pegadaian Syariah sehingga dapat 
berkembang lebih baik. 
Kata Kunci : Gadai emas, Pegadaian Syariah, Fatwa DSN-MUI 
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ABSTRACT 
Name  : Debrillya Tri Ramadhani 
Nim  : 80500215009 
Title  : Analysis of the Gold Pawn Based on the Fatwa of the 
National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council 
on Sharia Pawnshops (Study of Sharia Pawnshop in 
Makassar Central Market Unit). 
 Sharia Pegadaian as a non-bank financial institution carries out its 
function as an institution channeling public funds through its products. One of the 
products provided is Islamic gold pawning (rahn) which aims to meet the needs of 
the community both for productive and consumptive activities, in this thesis 
discusses the problem of gold pawning management mechanisms at the Sharia 
Pegadaian Central Market Unit in Makassar and the implementation of gold 
pawning at the Pegadaian Syariah Unit Makassar Central Market is based on 
DSN-MUI fatwa no. 25 & 26 DSN/MUI/III/2002. 
 These problems are seen and analyzed with theoretical approaches and 
normative juridical approaches. The method used in this thesis is a qualitative 
method with data sources from primary data obtained from direct interviews and 
secondary data in the form of document information. Other secondary data 
obtained from books, journals and other articles that discuss (rahn). Data 
collection through the method of observation, interviews, and documentation. 
 The results of this study found that the mechanism of gold pawning 
management at the Pegadaian Syariah Makassar Central Market Unit was carried 
out using a three-contract transaction, namely the Qard contract, the Rahn contract 
and the Ijarah contract. The contract that was carried out for the Gold Pawn in the 
Central Market Unit Sharia Pawnshop was in accordance with DSN-MUI Fatwa 
No. 25 & 26 / DSN-MUI / III / 2002 always based on Sharia (al-Qur'an, al-Hadith, 
and Ijma Ulama) 
 It is expected that Sharia Financial Institutions especially Sharia 
Pegadaian will more intensively socialize Sharia Pegadaian products to the wider 
community and also Sharia Pegadaian practitioners so that they can develop 
better. 
 
Keywords: Gold Pawn, Islamic Pawnshop, DSN-MUI Fatwa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia ekonomi modern saat ini, keberadaan lembaga keuangan yang 
menawarkan berbagai bentuk fasilitas pembiayaan merupakan suatu yang penting 
guna mendukung kegiatan perekonomian, terutama melalui pengerahan sumber-
sumber pembiayaan dan penyaluran secara efektif dan efisien. Sejalan dengan itu, 
sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih 
memperkuat sistem keuangan nasional melalui pengembangan berbagai jenis 
lembaga keuangan, diantaranya lembaga keuangan non bank.1 
Lembaga jaminan yang sangat dikenal dalam kehidupan masyarakat dalam 
upayanya untuk memberikan fasilitas dana untuk berbagai kebutuhan masyarakat 
adalah pegadaian. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya 
adalah jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.2 
Kebutuhan akan uang sebagai bagian integral dalam kehidupan sehari-hari 
terutama bagi masyarakat modern saat ini, karena dalam perekonomian modern 
mekanisme lalu lintas barang dan jasa dalam segala transaksinya memerlukan uang 
sebagai alat guna mencapai tujuannya. Dengan uang, setiap orang dapat membiayai 
segala macam kebutuhannya, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk 
                                                             
1Naida & Dodik. Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia. Jurnal. Universitas 
Indonesia, studi ekonomi 1, no. 2 . 2012, h. 124. 
2Susilowati, Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang, 
Tesis, Universitas Diponegoro, 2008, h. 76. 
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modal kegiatan usaha. Permasalahannya adalah terkadang kebutuhan-kebutuhan 
tersebut sangat mendesak untuk dipenuhi. 
Pada dasarnya pemenuhan kebutuhan uang dapat diperoleh dari bank, sebagai 
lembaga keuangan formal yang mempunyai peran memberikan pinjaman uang dalam 
bentuk pemberian kredit. Akan tetapi untuk kebutuhan uang yang mendesak, kredit 
bank ini akan sulit terpenuhi, karena penyaluran kredit bank didasarkan atas formula 
“the five C’s of credit bank”.3 Prosedurnya rumit dan membutuhkan waktu yang tidak 
singkat,4 sehingga uang tidak dapat segera diperoleh.  
Adanya kendala pada prosedur kredit bank tersebut, bagi mereka yang 
terdesak kebutuhan uang dalam jumlah relative kecil, pada umumnya diatasi dengan 
cara mencari pinjaman pada sumber keuangan/transaksi yang membutuhkan waktu 
singkat, namun dengan resiko bunga pinjaman sangat tinggi yaitu berkisar antara 
15% sampai 40% perbulan.5 Bagi mereka yang memiliki barang berharga, kesulitan 
uang biasanya diatasi dengan cara menjual barangnya, akan tetapi resikonya barang 
yang telah dijual tidak bisa diperoleh kembali.6 Disamping itu jumlah uang yang 
diperoleh jauh dibawah nilai barang, sehingga penjualan barang secara terpaksa 
mengakibatkan timbulnya kerugian. 
                                                             
3Iswardono, Uang dan Bank (Edisi Ketiga, BPFE-Yogyakarta 1989), h. 1. 
4Ari Purwadi, “Perjanjian Baku Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank”, Hukum dan 
Pembangunan,(No.1 Tahun XXV, 1995),  h.  48. 
5Siswanto Mudhofir, Peran Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengembangan Usaha Kecil dan 
Sektor Informal (Institut Banking Indonesia, 2000), h.. 38. 
6Joseph E., and Eseoghene J. Poverty Alleviation Through Micro Financing in Nigeria: 
Prospects and Challenges. Journal of Financial Management & Analysis, no. 1 .2010. h.  66–82. 
3 
 
Alternatif untuk mengatasi kesulitan tersebut, solusi yang tepat adalah dengan 
cara gadai. Melalui gadai, seseorang yang membutuhkan uang menyerahkan barang 
kepada pihak lain yang bersedia memegangnya. Dengan cara gadai, kebutuhan uang 
dengan segera dapat terpenuhi tanpa harus menanggung beban bunga yang tinggi dan 
ada harapan untuk mendapatkan kembali barang tersebut. 
Beberapa keunggulan pegadaian dibanding dengan lembaga keuangan lainnya 
yaitu: 1) prosesnya mudah, tanpa persyaratan administrasi yang sulit dipenuhi, cukup 
dengan identitas diri dan menyerahkan barang; 2) Murah, tidak dikenakan biaya 
privisi, bea materai ataupun biaya lainnya; 3) terjangkau, karena barang-barang yang 
diterima pegadaian dapat dipenuhi setiap rumah tangga; 4) cepat, yaitu uang diterima 
pada saat penyerahan barang berlangsung.7 
Seiring dengan perkembangan zaman, aktifitas gadai tidak hanya dilakukan 
oleh lembaga jaminan pegadaian (konvensional) saja. Besarnya permintaan 
masyarakat terhadap jasa Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan Syariah 
juga melirik pada sektor pegadaian, sektor yang dapat dikatakan agak tertinggal dari 
sekian banyak lembaga keuangan syariah lainnya. Padahal dalam diskursus ekonomi 
Islam, gadai juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang 
pernah dipraktekan di masa Nabi Muhammad saw. yang amat menjanjikan 
perekonomian rakyat untuk dikembangkan.8 Setelah melalui kajian yang panjang 
                                                             
7M. Irsad, Peran dan Prospek Perum Pegadaian dalam Masa Krisis,( Gema Stikubank Edisi 
XXV Nomor XII, 1998),  h. 54.                                                                                                                                                              
8Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah ( Sinar Grafika, Jakarta  2008), h. 15. 
4 
 
akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai 
langkah awal pembentukan devisi khusus yang menangani kegiatan usaha Syariah. 
Gadai syariah atau  Rahn(نه َّرلا) pada mulanya merupakan salah satu produk 
yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank 
syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerja sama dengan Perum Pegadaian 
dan melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini, Cabang Pegadaia Syariah) yang 
merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah.9 
Sebagaimana gadai konfensional, dalam gadai syariah ada tiga hal yang 
merupakan karakteristiknya, yaitu: pertama, prosesnya cepat. Nasabah dapat 
memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relative cepat, baik proses 
administrasi maupun penaksiran barang gadai. Kedua, caranya cukup mudah yakni 
hanya membawa barang gadai (marhūn) serta bukti kepemilikan. Ketiga, jaminan 
keamanan atas barang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan 
diasuransikan dan sebagainya.10 
Dalam menjalankan usaha gadai, Pegadaia Syariah dengan motto 
“menyelesaikan masalah sesuai syariah” berpedoman pada fatwa dari DSN (Dewan 
Syariah Nasional), yang merupakan Badan Pengawas Lembaga Keuangan Syariah 
bank dan non bank yang dibentuk oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia).11  
                                                             
9Naida & Dodik. Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia. Jurnal. Universitas 
Indonesia, studi ekonomi 1, no. 2 . 2012, h. 125. 
10Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan 
Institusionalisasi, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2006),  h. 116. 
11Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan 
Institusionalisasi, (Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, 2006),  h. 117. 
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Pengertian gadai syariah dalam hukum Islam adalah Rahn (نه َّرلا). Sesuai 
dengan hadits Rasulullah saw bersabda sebagai berikut: 
 يدَح ْنيم اًعْريد ُهَنَهَرَو ٍّلَجَأ َلَيإ ٍّ ي
يدوُه َي ْنيم اًماَعَط ىََتَْشا َمَّلَسَو يهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َّ يبَِّنلا َّنَأ 
ٍّدي  
 Artinya: 
 Hadis riwayat Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq ra : 
Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari 
seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (Shahih 
Bukhari 1926 ). 12 
 
Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah disebutkan 
berbagai aturan yang berkaitan dengan Rahn (نه َّرلا).  Rahn (نه َّرلا) dalam fatwa 
tersebut diartikan dengan menahan barang sebagai jaminan atas utang. Selain itu, 
dalam fatwa tersebut dikemukakan pula ketentuan umum yang berkaitan dengan 
Rahn (نه َّرلا). Ketentuan-ketentuan tersebut terkait mengenai murtahin (penerima 
barang), marhūn (barang), rahin (yang menyerahkan barang), serta pemeliharaan dan 
biaya. 
Fatwa DSN lain yang berkaitan dengan Rahn (نه َّرلا) adalah fatwa DSN-MUI 
Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas. Dalam fatwa tersebut 
dikemukakan pula bahwa Rahn ( ََّّرلانه )  emas itu dibolehkan berdasarkan prinsip 
                                                             
12Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq, Shahih Bukhari, no .1926, (Fathul Bari 
Ibnu Hajar jilid 6), h. 37. 
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Rahn (نه َّرلا) sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN tentang Rahn (نه َّرلا) . Selain 
itu, dalam fatwa DSN tersebut ditetapkan bahwa jasa dan biaya penyimpanan barang 
ditanggung oleh penggadai, selanjutnya besarnya jas didasarkan pada pengeluaran 
yang nyata-nyata diperlukan, dan terakhir biaya penyimpanan barang dilakukan 
berdasarkan akad Ijarah. 
Rahn (نه َّرلا) yang diimplementasi di Pegadaia Syariah bukanlah Rahn yang 
bersifat mandiri, melainkan Rahn(نه َّرلا) yang dikonvergensikan dengan akad lain, 
terutama dengan akad qardh dan Ijarah. Sebenarnya, akad pokok yang digunakan di 
Pegadaia Syariah adalah akad qardh. Hanya saja, kalau akad ini diimplementasikan 
secara mandiri, maka tidak ada keuntungan bagi perusahaan Pegadaia Syariah. Oleh 
karena itu, akad qardh ini kemudian dilengkapi dengan akad Ijarah dan akad Rahn 
(نه َّرلا). 13 
Dalam perkembangannya Rahn (نه َّرلا) memiliki peranan yang besar dalam 
kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah. Rahn 
(نه َّرلا) dapat digunakan untuk menggerakkan usaha ekonomi kecil dan menengah 
agar bisa lebih berkembang. Sehingga sektor rill dapat tumbuh dengan baik dan 
peningkatan perekonomian nasional secara makro dan mikro. 
                                                             
13Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 
108. 
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Penggunaan sistem gadai Syariah ini merupakan salah satu upaya untuk 
mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasiskan Islam. Seiring 
berkembangnya praktik Rahn (نه َّرلا) di Indonesia khusunya Makassar, timbul 
keraguan dari berbagai kalangan atas kesesuaian praktik Rahn ( ََّّرلانه ) emas dengan 
konsep yang ada. Berbagai opini menyatakan bahwa praktik Rahn (نه َّرلا)  emas 
sama saja dengan gadai emas konvensional. 
Adanya masalah dan teori-teori tersebut, sehingga peneliti menjadi lebih 
tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam terkait judul tersebut di atas. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman 
dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi 
terhadap penelitian ini dengan judul “ Analisis Gadai Emas Berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Pegadaia Syariah (Studi 
Kasus Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar) “ terlebih dahulu penulis akan 
memberikan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan 
kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut : 
 Analisis Gadai Emas adalah Studi yang diteliti  , dalam hal ini 
penyelidikan terhadap gadai emas  yang ada dalam  lembaga Pegadaia 
Syariah  . Dengan memuat syarat-syarat dan rukun gadai seperti rahin, 
murtahin, marhūn, marhūn bih, dan ijab Kabul. 
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 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu 
keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia 
tentang suatu masalah kehidupan umat Islam, Fatwa ini tidak mengikat 
atau memaksakan  harus ditaati oleh umat Islam. Peneliti memberikan 
batasan yang menjadi dasar legitimasi ialah Fatwa Dewan Syariah 
Nasional  MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional MUI  NO. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. 
 Pegadaia Syariah, sebuah lembaga yang menjalankan operasionalnya 
berpegang pada prinsip-prinsip Syariah yaitu saling tolong menolong, 
jujur, jelas dan tidak saling mendzolimi. 
 Pasar Sentral, lokasi atau tempat kantor unit Pegadaia Syariah yang 
menjadi objek penelitian. 
C. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme pengelolaan gadai emas pada Pegadaia Syariah ? 
2. Bagaimana kesesuaian gadai emas pada Pegadaia Syariah dengan fatwa 
Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia no. 25&26/DSN-
MUI/III/2002?  
D. Kajian Pustaka  
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Banyak penelitian tentang Rahn (نه َّرلا) , tidak hanya studi-studi empiris 
yang ada di dalam negeri tetapi di beberapa negara khususnya negara dengan 
penduduk mayoritas Islam telah banyak diteliti. Berikut ini akan dikemukakan 
beberapa hasil studi empiris yang pernah dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
atau model yang relatif sama. Secara berturut-turut studi tentang Rahn (نه َّرلا) dan 
Rahn (نه َّرلا) emas pada lembaga keuangan bank dan non bank adalah sebagai 
berikut: 
Dziauddin dkk, melakukan penelitian di Malaysia dengan menggunakan 
pendekatan klasifikasi taksonomi, penelitian yang dilakukan membahas pola 
penalaran yang diadopsi oleh para ahli hukum dari para ilmuan utama. Model 
taksonomi yang digunakan guna untuk mengkategorikan aspek diskusi antara sifat 
Rahn, kondisi dan hukum. Model kemudian dikembangkan untuk membahas 
keputusan terkait perluasan status Rahn (نه َّرلا) berupa amal atau kontrak 
pertukaran.14 
Penelitian yang dilakukan oleh Saheed & Sikiru tentang penerapan fasilitas 
kredit mikro Ar-Rahn sebagai instrument alternatif untuk pengentasan kemiskinan di 
Nigeria. Studi tersebut menemukan bahwa keberadaan keuangan mikro bank 
konvensional dan pegadaian dikenal luas di Nigeria khususnya di kalangan orang 
                                                             
14Dziauddin Syarif, dkk, Understanding the Reasoning Pattern of Islamic Jurists Views on the 
Status of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Contranct and its Ruling, (International Academic 
Converence, Istanbul, 2014. ISBN-978-80-87927-00-7, IISES. 
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berpendidikan dan orang kaya, yang sebenarnya membutuhkan fasilitas kredit mikro. 
Pengenalan fasilitas kredit mikro berbasis Rahn  (نه َّرلا) akan mengurangi beberapa 
masalah kemiskinan.15 
Anggia Jancynthia juga melakukan penelitan di Surabaya terkait kesesuaian 
gadai emas berdasarkan fatwa DSN-MUI pada bank syariah mandiri. Penelitian 
tersebut menemukan bahwa akad Ijarah yang menjadi dasar hukum terdapat 
ketidaksesuaian implementasi berdasarkan fatwa DSN-MUI.16 
Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN NOMOR:26/DSN-
MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Studi Di Bank Syari’ah Mandiri Semarang)” oleh 
Minikmatin Lutfiah, nim 062311037 mahasiswi angkatan 2006 Jurusan Muamalah 
Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Hasil temuan dalam penelitian ini 
adalah pertama secara teori hukum Islam yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI NO: 
26/DSNMUI/ III/2002 tentang Rahn emas yaitu: Rahn emas diperbolehkan 
berdasarkan prinsip rahin, bahwa murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan marhūn (barang) sampai semua utang (rahin) dilunasi. Besarnya biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan marhūn tidak boleh ditentukan berdasarkan besarnya 
jumlah pinjaman. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhūn) ditanggung oleh 
                                                             
15Saheed Abdullahi Busari & Sikiru Olanrewaju Aminu, The Application of Ar-rahan-based 
Microcredit facility as an Alternative Instrument for poverty alleviation in Nigeria. Journal of Islamic 
Finance, Vol. 6 No. 1 (2017) 051 – 064 IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-
2117 (O) / 2289-2109. 
16Anggia Jancynthia Nurizki Wardhani, Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank Syariah Mandiri Surabaya. 
JESTT  2, No. 12.  Desember 2015. 
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penggadai (rahin).Besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata 
diperlukan.17 
Rina Dahlina, dalam Tesisnya yang berjudul,” Kedudukan Lembaga Gadai 
Syariah (al-Rahn) Dalam Sistim Perekonomian Islam (Studi Di Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Medan dan Bank BNI Unit Syariah Medan)”. Penelitian dalam 
Tesisnya tersebut yaitu lebih bertujuan untuk mengetahui bentuk Rahn yang dapat 
dijadikan jaminkan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan Bank BNI 
Unit Syariah Medan dan kedudukan gadai syariah dalam hukum penggadaian di 
Indonesia. Ada pun dari hasil penelitian menunjukan bahwa Bank BNI Unit Syariah 
Medan dalam melakukan suatu kerjasama dengan menggunakan prinsip 
musya>rakah misalnya dalam suatu proyek yang mana jaminan adalah surat tanda 
mendapatkan proyek yang bersangkutan, hanya saja dalam keuntungan yang 
diperoleh sudah diprediksi terlebih dahulu serta jangka waktu kerjasama atau dana 
yang akan disalurkan dengan jangka pendek yaitu dalam dua bulan sampai satu 
tahun.18 Sedangkan dalam penelitian tesis ini lebih menekankan bagaimana 
penerapan gadai emas pada Pegadaia Syariah.  
Gadai emas pada lembaga Pegadaia Syariah merupakan produk utama 
sedangkan peneltian sebelumnya menempatkan gadai emas sebagai produk 
                                                             
17Minikmatin Lutfiah, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN NO. 
26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Studi Di Bank Syariah Mandiri Semarang), SI Muamalah 
IAIN Walisongo Semarang, 2011. 
18Rina Dahlina,“Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (ar- Rahn) Dalam Sistim perekonomian 
Islam Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan Bank BNI Unit Syariah 
Medan”Tesis(Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara, 2005). 
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alternative pada lembaga perbankan. Perbedaan mendasar penelitian sebelumnya 
hanya memfokuskan pada aspek hukum implementasi gadai emas. Penelitian yang 
akan dilakukan ingin melihat penerapan gadai emas dengan menggunakan analisis 
domain dan analisis taksonomi sehingga memberikan uraian secara lebih rinci 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dan 
kegunaan dari penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penmelitian : 
a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan gadai emas pada Pegadaia Syariah. 
b. Untuk mengetahui kesesuaian gadai emas pada Pegadaia Syariah dengan fatwa 
Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia no. 25 & 26/DSN 
MUI/III/2002 
2. Kegunaan Penelitian : 
a. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan kebijakan 
yang tepat mengenai Rahn (نه َّرلا) dan Rahn (نه َّرلا) emas untuk implementasi 
pada lembaga baik yang menjalankan sebagai produk utama maupun sebagai 
produk alternative. 
b. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya terutama 
yang berhubungan dengan masalah yang sama, sekaligus menjadi sumbangan 
pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahua 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Gadai Syariah 
Untuk memahami pembahasan yang lebih jauh tentang masalah ini, penulis 
terlebih dahulu mendefinisikan pengertian gadai secara umum, kemudian 
menguraikan dasar hukum gadai syariah dan gadai emas syariah.. 
Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al-Rahn. Al-Rahn adalah 
suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.19 
Menurut Zainuddin Ali sebagaimana yang dikutip oleh T. Tanggo bahwa Gadai 
Syariah (Rahn) secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan menurut 
istilah gadai syariah (Rahn) adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan 
sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali harta tersebut sesudah 
ditebus. 
1. Pengertian Gadai Syariah 
Pengertian gadai (Rahn) seperti yang diungkapkan di atas adalah suatu 
barang yang menjadi tanggungan utang; sedangkan menurut istilah adalah 
menyerahkan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat 
diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditembus. Namun pengertian gadai 
yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu 
                                                             
19 T. Yanggo. Problematika Hukum Islam Kontemporer III, (Cet. II; Jakarta: Lembaga Studi 
Islam dan Kemasyarakatan, 1995), h. 59. 
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hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, 
yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang 
yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. 
Karena itu, gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang 
jaminan, agunan, dan rungguhan sedangkan pengertian gadai dalam hukum Islam 
adalah menjadi suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ 
sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian 
utang dari barang tersebut.20 
Pengertian gadai adalah menyimpan sementara harta milik si 
peminjamsebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh berpiutang (yang 
meminjamkan). Berarti barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali 
dalam jangka waktu tertentu.21 
Menurut ulama fikih Syafi’iyah mendefenisikan menjadikan suatu benda 
sebagai jaminan uang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam 
membayar utang. Menurut ulama Hanabilah harta yang dijadikan jaminan utang 
sebagai pembayar harta (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) 
membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.22 
                                                             
20 T. Yanggo. Problematika Hukum Islam Kontemporer III, h. 59. 
21 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori dan Praktek, (Cet. I; Jakarta: Gema 
Insani), h.180. 
22 Muhammad Syafi’i Antonio. Bank Syariah dari Teori dan Praktek, h. 181. 
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Muhammad Syafi’i Antonio mengartikan bahwa gadai syariah adalah 
menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan (marhu>n) atas 
utang atau pinjaman (marhu>n bih) yang diterimanya. Marhu>n tersebut memiliki 
nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai 
(murtahin) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau 
sebagian piutangnya.23 
Dengan demikian pengertian gadai (Rahn) di atas dapat dipahami bahwa 
menahan barang jaminan yang bersifat materi miliki si peminjam (ra>hin) sebagai 
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, sedang barang yang diterima tersebut 
bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan 
untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai 
dimaksud. 
Fungsi dari akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang 
meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang atau 
jaminan keamanan uang yang dipinjamkan. Bahkan Gadai syariah dijelaskan dalam 
QS. Al-Baqarah/2: 283. Bahwa ketika seseorang bermuamalat tidak secara tunai 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Adapun ayat yang dimaksud 
sebagai berikut: 
                                                             
23 T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III, h. 60. 
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  ىَلَع ْمُتنُك نيإَو  ٍّرَفَسَّ ۢ  َْلَو اوُدَيتََّ  ۢ   ًبيتاَكَّ ۢا   ن  َهيرَفَّ  ۢ   ةَضوُبْقَّمَّ  ۢ َّ ۢ  ْنيإَف  َنيَمأ مُكُضْع َب  ًضْع َبَّ ۢا  ي دَؤ ُيْل َف 
ىيذَّلٱ  َنُيتُْؤٱ  ُهَت َن  ََمأۥ  يقَّت َيْلَو  ََّللَّٱ  ُهََّبرۥ َّ ۢ  َلَو اوُمُتْكَتَّ ۢ  َةَد  َهَّشلٱ َّ ۢ نَمَو  ْكَي ُهَّنيإَف اَهْمُتٓۥ   يثاَءَّ ۢ  ُهُبْل َقۥ َّ ۢ  َُّللَّٱَو َا يبِ 
 َنوُلَمْع َت   مي
يلَعَّ  ۢ  
 
Terjemahnya: 
 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang 
dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jaganlah kamu (para saksi) 
menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan.24 
 
Ayat al-Qur’an di atas memberi petunjuk untuk menerapkan prinsip 
kehatihatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai 
jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada 
orang yang berpiutang. Selain itu dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi 
sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian itu harus dicatat 
dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang 
menjadi saksi terhadapnya. 
Dengan pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami pengertian gadai 
syariah baik secara bahasa maupun secara istilah.  
                                                             
24Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 28. 
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B. Gadai Emas 
Gadai Emas di Pegadaia Syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar 
jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu 
alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak 
nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang di 
bandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank 
memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan 
nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki 
emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari bank, 
sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan 
pinjamannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang 
bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah.  
Prinsip yang digunakan dalam gadai emas Syariah baik di Bank Syariah 
ataupun di Pegadaia Syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. 
Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ 
penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang 
menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.25 
Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang 
gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya 
relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas 
                                                             
25Naida & Dodik. Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia. Jurnal. Universitas 
Indonesia, studi ekonomi 1, no. 2 . 2012, h. 126. 
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juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap 
orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang 
tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga 
penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki 
kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai 
tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.  
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di 
Pegadaia Syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. 
Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. 
1. Biaya Administrasi  
Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan 
oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Pada 
umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang 
digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi 
gadai dibebankan kepada penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos 
yang dikeluarkan, maka pihak murtahin yang lebih mengetahui dalam menghitung 
rincian biaya administrasi. Setelah murtahin menghitung total biaya administrasi, 
kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.  
Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 
menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya 
didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Artinya, penggadai harus 
mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh murtahin 
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untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, 
foto copy, print out, dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya 
administrasi harus dibayar di depan. 
2. Biaya Pemeliharaan  
Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan 
untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan 
pendapat beberapa jumhur ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi 
tanggungan penggadai (rahin). Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih 
menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggungjawab atas 
seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.  
Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan 
adalah akad Ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat pada 
lembaga keuangan untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian 
lembaga keuangan menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, 
penggadai (rahin) menggunakan jasa untuk menyimpan atau memelihara barang 
gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/ penyimpanan 
ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada 
diperbolehkannya akad Ijarah.  
Biaya pemeliharaan/penyimpanan/sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB 
(Save Deposit Box), biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang 
diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. 
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Dengan akad Ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian 
dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Lembaga keuangan akan 
mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran 
atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.  
Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang 
membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak lembaga keuangan yang 
menyediakan jasa gadai emas syariah karena bank akan mendapatkan pemasukan 
atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu 
sendiri. 
C. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan Rahn 
(نه َّرلا) ini. Ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi 
Rahn (نه َّرلا) dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat Rahn 
(نه َّرلا)  , serta masa berakhirnya Rahn (نه َّرلا). Landasan ini kemudian diperkuat 
dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 
Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:26 
1. Ketentuan Umum Rahn (نه َّرلا) 
                                                             
26Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; Yadi Janwari, 
Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya,  2015), h. 108 
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a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan 
marhūn (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan 
barang) dilunasi. 
b. Marhūn dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya 
marhūn tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin 
rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhūn dan pemanfaatannya 
sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya. 
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhūn pada dasarnya menjadi 
kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi 
kewajiban rahin. 
d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhūn tidak boleh 
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
e. Penjualan marhūn:27 
1) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk 
segera melunasi utangnya. 
2) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhūn dijual 
paksa/dieksekusi. 
                                                             
27 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; Yadi 
Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya,  2015), h. 109. 
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3) Hasil penjualan marhūn digunakan untuk melunasi utang, biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya 
penjualan. 
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya 
menjadi kewajiban rahin. 
2. Hukum Rahn(نه َّرلا) 
Di Antara hukum-hukum adalah sebagai berikut:28 
a. Rahn (نه َّرلا) (barang gadai) harus berada ditangan murtahin dan bukan 
ditangan rahin. Jika rahin meminta pengembalian Rahn dari tangan 
murtahin, maka tidak diperbolehkan. Murtahin diperbolehkan 
mengembalikan Rahn kepada pemiliknya, karena ia mempunyai hak di 
dalamnya. 
b. Barang-barang yang tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-
buahan dipohon yang belum masak karena penjualan kedua barang tersebut 
haram, diperbolehkan digadaikan. Sebab tidak ada gharar di dalamnya bagi 
murtahin, dan karena piutangnya tetap ada kendati tanaman dan buah-
buahannya digadaikan kepadanya mengalami kerusakan. 
c. Jika jatuh tempo gadai telah habis, maka murthin meminta rahin melunasi 
utangnya. Jika rahin melunasi utangnya, maka murtahin mengembalikan 
                                                             
28Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
203. 
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barang gadai kepada rahin. Jika rahin tidak membayar utangnya, maka 
murtahin mengambil piutangnya dari hasil barang yang digadaikan rahin 
kepadanya jika ada. Jika hasilnya tidak ada, ia menjualnya dan mengambil 
piutangnya dari hasil penjualan barang gadai. Jika hasil penjualan barang 
gadai lebih dari piutangnya ia harus kembalikan sisanya kepada rahin. Jika 
hasil penjualan barang gadai tidak cukup untuk membayar utang, sisa 
utang tetap menjadi tanggungan rahin. 
d. Rahn (نه َّرلا) adalah amanah ditangan murtahin. Maka jika Rahn (نه َّرلا) 
mengalami kerusakan bukan karena keteledorannya, ia tidak wajib 
mengganti dan piutangnya tetap menjadi tanggungan rahin. 
e. Rahn (نه َّرلا) boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain 
murtahin, sebab yang terpenting dari Rahn (نه َّرلا)  adalah penjagaan, dan 
itu biasa dilakukan oleh orang yang biasa dipercaya.29 
f. Jika rahin mensyaratkan Rahn (نه َّرلا) tidak dijual ketika utang telah jatuh 
tempo, maka Rahn (نه َّرلا) menjadi batal. Begitu juga jika murtahin 
mensyaratkan kepada rahin dengan berkata kepadanya” jika tempo 
pembayaran utang telah jatuh dan engkau tidak membayar utangmu 
kepadaku maka Rahn (نه َّرلا)  menjadi milikku,” maka tidak sah, karena 
                                                             
29Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
204. 
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Rasulullah saw bersabda, “ Rahn (نه َّرلا) tidak boleh dimiliki dan Rahn 
(نه َّرلا) itu orang yang menggadaikannya. Ia berhak atas keuntungan dan 
kerugiannya.” (H.R Ibn Majah dengan sanad yang baik). 
g. Jika rahin bertengkar dengan murtahin mengenai besarnya utang, maka 
ucapan yang diterima adalah ucapan rahin dengan sumpah, kecuali jika 
murtahin bisa mendatangkan barang bukti. Jika keduanya bertengkar 
tentang Rahn (نه َّرلا), misalnya rahin berkata, “tidak, engkau hanya 
menggadaikan unta saja tanpa anaknya kepadaku,” maka ucapan yang 
diterima adalah ucapan murtahin dengan sumpah, kecuali jika rahin bisa 
mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, Karen 
Rasulullah saw bersabda, “barang bukti dimintakan dari orang yang 
mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku.” 
h. Jika murtahin mengklaim telah mengembalikan Rahn (نه َّرلا) dan rahin 
tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rahin 
dengan sumpah kecuali jika murtahin dapat mendatangkan barang bukti 
yang menguatkan klaimnya. 
i. Murtahin berhak menaiki Rahn (نه َّرلا) yang bisa dinaiki dan memerah 
Rahn (نه َّرلا) yang bisa diperah sesuai dengan besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk Rahn (نه َّرلا)  tersebut. Namun ia harus adil di 
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dalamnya, artinya tidak memanfaatkannya lebih banyak daripada biaya 
yang dikeluarkan untuk Rahn (نه َّرلا) tersebut, karena Rasulullah saw 
bersabda, “punggung hewan bisa dinaiki dengan mengeluarkan biaya 
untuknya jika hewan tersebut digadaikan. Air susu bisa diperah dengan 
mengeluarkan biaya jika digadaikan. Dan orang yang menaiki dan 
memerah harus menanggung pembiayaannya,”(HR Al-Bukhori).30 
j. Hasil Rahn (نه َّرلا)  seperti anak dari Rahn (نه َّرلا) (jika Rahn (نه َّرلا) 
berbentuk hewan), panen (jika Rahn (نه َّرلا) berbentuk tanaman), dan lain 
sebagainya menjadi milik rahin oleh karena itu, ia berhak memberi air dan 
apa saja yang dibutuhkannya, karena Rasulullah saw bersabda, “Rahn 
(نه َّرلا)  itu milik orang yang menggadaikannya. Ia berhak atas 
keuntungan dan kerugiannya.” 
k. Jika murtahin mengeluarkan biaya untuk Rahn (نه َّرلا) tanpa meminta izin 
kepada rahin, maka ia tidak boleh meminta rahin mengganti biaya yang 
telah dikelurkannya untuk Rahn (نه َّرلا) tersebut. Jika murtahin tidak bisa 
meminta izin kepada rahin karena lokasinya berjauhan, ia berhak meminta 
rahin mengganti biaya tersebut. Jika tempat keduanya tidak berjauhan ia 
tidak boleh meminta pengembalian biaya yang telah dikeluarkannya untuk 
                                                             
30Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
205. 
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Rahn (نه َّرلا), karena orang yang bertindak suka rela itu tidak boleh 
meminta pengembalian atas apa yang telah dikerjakannya. 
l. Jika rumah yang digadaikan mengalami kerusakan, kemudian murtahin 
memperbaikinya tanpa seizin rahin, maka tidak apa-apa jika ia meminta 
penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk perbaikan rumah tersebut, 
kecuali jika Rahn (نه َّرلا) berupa alat seperti kayu dan batu yang tidak bisa 
dicabut, maka ia boleh meminta penggantian kepada rahin. 
m. Jika rahin meninggal dunia atau bangkrut, maka murtahin lebih berhak 
atas Rahn (نه َّرلا) daripada semua kreditur. Jika tempo pembayaran utang 
telah jatuh, ia menjual Rahn (نه َّرلا) yang ada padanya dan ia mengambil 
piutangnya dari hasil penjualan Rahn (نه َّرلا) tersebut. Jika hasil penjualan 
Rahn (نه َّرلا) surplus, maka ia mengembalikannya kepada rahin, dan jika 
hasil penjualannya tidak cukup untuk membayar piutangnya, maka ia 
memiliki hak yang sama bersama para kreditur terhadap sisa Rahn (نه َّرلا)  
3. Ketentuan terkait dengan Gadai Emas  
Beberapa ketentuan umum mengenai akad gadai emas adalah berikut 
ini:31 
                                                             
31Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
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a. Rahn (نه َّرلا) emas diperbolehkan berdasarkan prinsip Rahn (نه َّرلا) (mengacu 
pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 tahun 2002). 
b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhūn) ditanggung oleh penggadai 
(rahin). 
c.  Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran 
yang nyata-nyata diperlukan. 
d.  Biaya penyimpanan barang (marhūn) dilakukan berdasarkan akad Ijarah. 
D. Pegadaia Syariah  
Pegadaian Syari’ah adalah Pegadaian yang dalam menjalankan 
operasionalnya berpegang kepada prinsip syari’ah. Payung gadai syari’ah dalam hal 
pemenuhan prinsip-prinsip syari’ah berpegang pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-
MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan 
menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan. 
Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah 
No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. 
Gadai dalam fiqh disebut Rahn (نه َّرلا) , yang menurut bahasa adalah nama 
barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara’ 
artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, 
tetapi dapat diambil sebagai tebusan. Dalam definisinya Rahn ( ه َّرلان ) adalah barang 
yang digadaikan. Rahin adalah orang yang menggadaikan. 
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Secara bahasa, Rahn (نه َّرلا) berarti tsubut wa dawam (tetap dan abadi).32 
Ada sebagian yang menyatakan bahwa kata Rahn (نه َّرلا) bermakna tertahan dengan 
dasar firman Allah: QS Al-Muddatsir/74 : 38 : 
  ةَني يهَر ْتَبَسَك َا يبِ ٍّسْف َن ُّلُك 
Terjemahnya: 
 
Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah 
diperbuatnya.33 
Tafsir ulama, menurut Quraish Shihab  ialah setiap jiwa akan mendapat 
balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah 
membebaskan diri dengan melakukan ketaatan.  
Analis, dalam konteks gadai emas  pada  Pegadaia Syariah maka transaksi 
yang terjadi antara rahin dan murtahin sesuai akad telah menghasilkan ketentuan-
ketentuan yang mengikat kedua belah pihak.  
Kata rainah dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian kedua ini 
hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu berada tetap di 
tempatnya. Sedangkan secara istilah, Rahn (نه َّرلا) berarti menjadikan sebuah barang 
sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar 
                                                             
32Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2016), 
h.189. 
33Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Edisi Revisi 2013 
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utang.34 Hal ini berarti bahwa Rahn (نه َّرلا) sama artinya dengan borg, yakni sesuatu 
yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila 
pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utangnya. 
Istilah Rahn (نه َّرلا) menurut Imam Ibnu Manzhur diartikan apa-apa yang 
diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. Ulama Mazhab 
Maliki mendefinisikan Rahn (نه َّرلا) sebagai “harta yang dijadikan pemiliknya 
sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat“. Ulama Mazhab Hanafi 
mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak 
(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya 
maupun sebagiannya“.  
Makna yang hampir mirip tentang Rahn (نه َّرلا) ini dikemukakan oleh Ibn 
Qudamah. Dengan mengutip pendapat ulama Hanabilah, Ibn Qudamah mengartikan 
Rahn dengan harta yang dijadikan sebagai jaminan utang untuk dijadikan sebagai 
harga pembayar apabila pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya kepada 
pihak pemberi pinjaman.35 Ini berarti bahwa Rahn (نه َّرلا) dapat dijadikan alat tukar 
atau bahkan pengganti bagi pihak yang meminjam uang atau barang. 
                                                             
34 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya,  2015), h. 
102 
35Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Mughni (Riyad: Maktabah al-Riyadh al-
Haditsh,1981), II/121 
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Rahn (نه َّرلا) adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang 
dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Misalkan, si A 
meminta pinjaman uang kepada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu 
barang kepadanya, hewan, rumah, dan lainnya sebagai jaminan utangnya. Jika utang 
telah jatuh tempo dan si A tidak dapat membayar utangnya, maka utangnya diambil 
dari barang yang digadai tersebut.36 
 Rahn (نه َّرلا) dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si 
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan 
tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan 
memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian 
piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan 
utang atau gadai.37 
Sedangakan pengertian gadai yang dalam Pasal 1150 ayat 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai 
piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang 
oleh orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai  dalam Rahn 
(نه َّرلا) bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan atau 
agunan.  
                                                             
36Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
192 
37Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: Al Maarif, 1987) Jilid 13, h. 169 
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Dari definisi yang dikemukakan para ulama di atas tentang, Rahn (نه َّرلا) 
maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dinamakan gadai adalah akad 
sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas 
utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang tidak terbayar, maka barang yang 
dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa barang jaminan tersebut hanya 
sebagai bentuk kepercayaan atas utang saja dan statusnya tertahan di tangan pemberi 
utang atau yang menerima barang (murtahin). Misalnya apabila jaminan seseorang itu 
adalah sebuah rumah, maka yang disimpan di tangan pemberi utang adalah 
sertifikatnya. Dan apabila barang jaminannya sebuah mobil dan sepeda motor, maka 
yang disimpan di tangan pemberi utang adalah surat tanda kepemilikannya berupa 
BPKB-nya. Hal berbeda ketika jaminan berupa emas karena yang disimpan di tangan 
pemberi uang adalah emas itu sendiri. 
 Persamaan dan Perbedaan antara Rahn dengan Gadai Konvensional  
a. Persamaan :  
1. Hak gadai atas pinjaman uang 
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.  
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.  
Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. 
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4. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh 
dijual atau dilelang. 
b. Perbedaan: 
1. Gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong 
juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal 
sedangkan Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas 
dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. 
2. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang 
bergerak sedangkan pada Rahn berlaku pada seluruh benda baik yang 
bergerak maupun yang tidak bergerak. 
3. Adanya istilah bunga (memungut biaya dalam bentuk bunga yang 
bersifat akumulatif dan berlipat ganda) sedangkan pada rahn tidak ada 
istilah bunga (biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan 
penaksiran). Singkatnya biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya 
sekali dikenakan.  
4. Dalam hukum perdata gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga yang 
ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian sedangkan pada Rahn 
menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu 
lembaga. 
5. .Menarik bunga 10%-14% untuk jangka waktu 4 bulan, plus asuransi 
sebesar 0,5% dari jumlah pinjaman. Jangka waktu 4 bulan itu bisa 
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terus diperpanjang, selama nasabah mampu membayar bunga 
sedangkan pada Hanya memungut biaya (termasuk asuransi barang) 
sesuai dengan golongan tarif yang telah ditentukan oleh Perum 
Pegadaian Syariah untuk jangka waktu 4 bulan. Bila lewat 4 bulan 
nasabah tak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang 
dua periode. Jadi. Total waktu maksimalnya 6 bulan. ”Tidak ada 
tambahan pungutan biaya untuk perpanjangan waktu. Tapi, jika 
melewati masa 6 bulan, pihak pegadaian akan langsung mengek-
sekusi barang gadai.38 
Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Gadai Konvensioanal dan Gadai  Syariah 
 
Persamaan Perbedaan 
 Hak atas pinjaman uang. 
 Adanya agunan sebagai 
jaminan uang. 
 Tidak boleh mengambil 
manfaat barang yang 
digadaikan. 
 Biaya yang digadaikan 
ditnggung oleh para pemberi 
 Rahn dalam hukum islam 
dilakukan secara suka rela 
atas dasar tolongmenolong 
tanpa mencari keuntungan 
sedangkan gadai menurut 
hukum perdata disamping 
berprinsip tolong menolong 
juga menarik keuntungan 
dengan cara menarik sewa 
                                                             
38 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi 3, (Yogyakarta: Ekonisia 
UII, 2008), h. 174 
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gadai 
 Apabila wajtu pemberiaan 
pinjaman habis barang yang 
digadaikan boleh dijual atau 
dilelang. 
modal atau bunga. 
 Dalam hukum perdata hak 
gadai hanya berlaku p-ada 
benda yang bergerak 
sedangkan dalam hokum 
islam rahn berlaku pada 
seluruh benda, baik harus 
yang bergerak maupun 
yang tidak bergerak. 
 Dalam rahn tidak ada 
istilah bunga. 
 Gadai menurut perdata 
dilaksanakan melalui suatu 
lembaga yang di Indonesia 
disebut Perum Pegadaian, 
rahn menurut Islam dapat 
dilaksanakan tanpa melalui 
suatu lembaga 
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Tabel 1.2 Perbedaan teknis Pegadaian Syariah – Pegadaian Konvensional 
Pegadaian Syariah Pegadaia Konvensional 
1. Biaya administrasi menurut 
ketetapan berdasarkan golongan 
barang. 
2. Jasa simpanan berdasarkan 
taksiran. 
1. Biaya administrasi menurut 
prosentase berdasarkan golongan 
barang. 
2. Sewa modal berdasarkan uang 
pinjaman. 
 
1. Landasan Dalil Hukum Islam Disyariatkannya Rahn (نه َّرلا) 
Landasan konsep gadai syariah mengacu kepada syariah Islam. Keabsahan 
akad dalam Rahn (نه َّرلا) Islam didasarkan pada Al-Quran, al-Sunnah, dan Ijma. Di 
antara Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan bagi keabsahan akad Rahn (نه َّرلا) 
adalah QS Al Baqarah/2 :283. 
  ةَضوُبْقَم  ناَهيرَف اًبيتاَك اوُدَيتَ َْلَو ٍّرَفَس  ىَلَع ْمُت ْ نُك ْنيإَو 
Terjemahnya:  
 
Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang….39 
 
                                                             
39Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, Edisi Revisi 2013. 
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Asbabun Nuzul , Pada surah Al-Baqarah ayat 283 ini sebenarnya tidak ada 
secara khusus yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat 283. Namun dari 
berbagai sumber yang di dapat, asbabun nuzul ayat 283 ini banyak dikaitkan dengan 
ayat sebelumnya yaitu ayat 282 karena bahasannya berkaitan mengenai anjuran 
penulisan dalam utang piutang. Adapun asbabun nuzul dari ayat 282 ini ialah: Pada 
waktu Rasulullah saw datang ke Madinah untuk pertama kalinya, beliau melihat 
orang-orang penduduk asli di Madinah biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 
satu, dua atau tiga tahun. Oleh sebab itu, Rasulullah saw bersabda:  “Barang siapa 
mneyewakan (mengutangkan) sesuatu hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang 
tertunda dan jangka waktu yang tertentu pula”. Sehubungan dengan itu Allah swt 
menurunkan ayat ke 282 sebagai perintah apabila mereka utang piutang maupun 
muamalah dalam jangka waktu tertentu hendaklah ditulis perjanjian dan 
mendatangkan saksi.40 
 Tafsir  ulama, adapun beberapa tafsir para ulama tentang gadai (Rahn) yang 
di maksud dalam surat Al-Baqarah ayat 283, antara lain: Imam Al Qurthubi 
mengatakan: Tidak ada seorang pun yang melarang Ar- Rahn (gadai) pada keadaan 
tidak safar kecuali Mujahid, Al- Dhahak, Dawud (Ad Dzohiri) dan Ibnu Hazm. Ibnu 
Qudamah, beliau mengatakan : Diperbolehkan Rahn (gadai) dalam keadaan tidak 
safar (menetap) sebagaimana diperbolehkan dalam keadaan safar (bepergian). Ibnu 
Mundzir mengatakan : Kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisihi hal ini 
                                                             
40A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2002), h. 128- 129. 
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kecuali Mujahid. Menurutnya Rahn (gadai) tidak ada kecuali dalam keadaan 
safar. Dalam keadaan demikian, para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat 
pertama, seperti yang telah dikemukakan di atas menyatakan tidak wajib gadai 
(Rahn) dilaksanakan dalam perjalanan. Pendapat inilah yang disepakati pula oleh 
empat imam madzhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hambaliyah. 
Sedangkan pendapat kedua, seperti pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya 
berpendapat bahwa Ar-Rahn hanya dibolehkan jika dalam keadaan safar 
(bepergian).41 
Analisi penulis, Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa  gadai (Rahn)  di 
perbolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan (safar) atau  orang yang 
tinggal dirumah dalam arti (menetap),  hal Ini menunjukkan bahwa gadai tidak 
terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah.  
Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan 
dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka 
hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang 
berpiutang. Kecuali jika masing-masing percaya-mempercayai dan 
menyerahkan/berserah diri kepada Allah swt, maka muamalah itu boleh dilakukan 
tanpa adanya barang tanggungan. 
                                                             
41Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Ed. 1,  Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006), h. 178. 
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Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan 
dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan tidak ada juru 
tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh 
dilakukan muamalah dengan memakai jaminan. Dalam keadaan yang lain boleh juga 
memakai jaminan sesuai dengan hadis. Hadis yang mengabsahkan akad rahn adalah 
sebagai berikut : 
 يدَح ْنيم اًعْريد ُهَنَهَرَو ٍّلَجَأ َلَيإ ٍّ ي
يدوُه َي ْنيم اًماَعَط ىََتَْشا َمَّلَسَو يهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّلَص َّ يبَِّنلا َّنَأ 
ٍّدي  
 Artinya: 
 Hadis riwayat Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq ra : 
Sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari 
seorang yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. (Shahih 
Bukhari 2326 ). 42 
 
Asbabul Wurud, Perdagangan pada masa jahiliyah atau pada masa Rasulullah 
saw yaitu: untuk tujuan tolong menolong di dalam masyarakat untuk melangsungkan 
kehidupan maka seseorang boleh berhutang kepada orang lain dan memberikan 
jaminan barang yang mempunyai nilai lebih dari nilai hutangnya. Oleh karena itu 
Rasulullah berhutang kepada seorang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. 
Perdagangan pada masa jahiliyah atau pada masa Rasulullah saw yaitu:  
Seorang murtahin (penerima gadai) tidak diperbolehkan mengambil alih hak 
kepemilikan barang yang digadaikan kepadanya, yaitu dengan memberikan syarat 
                                                             
42Kitab Shahih Bukhari, Juz 3, (Hadits No. 2326) h. 142 
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kepada yang menggadaikannya jika ia tidak mampu mengembalikan pinjamannya 
dalam waktu tertentu maka barang yang digadaikan akan menjadi hak miliknya 
sepenuhnya (tanpa mengurangi sedikitpun harta pinjamannya). Hal ini termasuk salah 
satu yang biasa dilakukan oleh kaum jahiliyah, lalu setelah Nabi Muhammad saw 
diutus kepada mereka beliau pun melarang perbuatan itu. 
Tafsir para ulama , seperti Imam Syafi’i dan Sunan Ibnu Majah: bahwa 
perbuatan menggadaikan barang atau sesuatu terhadap non-muslim (dalam konteks 
hadis yaitu Yahudi) adalah diperbolehkan dan tidak ada larangan, karena Nabi saw 
sendiri telah melakukannya. 
Dalam konteks gadai emas pada Pegadaia Syariah  juga tidak menetapkan 
adanya syarat tertentu terkait  keyakinan  yang dianut  penggadai atau rahin. 
Walaupun rukun dan syarat yang  diberlakukan berlandaskan syariat islam. 
 Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, 
Nabi s.a.w. bersabda: 
 ُهُمْرُغ يهْيَلَعَو ُهُمْنُغ ُهَل ،ُهَنَهَر ْييذَّلا يهيب يحاَص ْنيم ُنْهَّرلا قَلْغ ُي َل 
Artinya : 
 
Hadis Riwayat al-Syafi’I,  al-Daraquthni dan Ibnu Majah : 
Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang 
menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. ( 
Abu Hurairah ).43 
 
                                                             
43 Sunan Abi Daud, Terjemahan Sunan Abi Daud, Buku 4“Terj.”Bey Arifin, 
dkk,,(Semarang, Asy-Syifa) h. 118 
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Tafsir ulama, dalam hal ini ada beberapa pendapat, Asy-Syafi’I berkata “Tak 
sesuatupun  dari yang demikian itu termasuk dalam barang gadaian”. Dan Imam 
Malik berkata: Tidak masuk kecuali anak binatang dan anak pohon kurma. Barang 
gadaian adalah amanat yang ada ditanggung pemegang gadaian, ia tidak 
berkewajiban meminta ganti kecuali jika melewati batas (kebiasaan), demikian 
menurut Ahmad dan Asy-Syafi’i.44 
Analisis penulis, sama halnya pada Pegadaia Syariah barang gadai tidak 
berpindah kepemilikannya kepada murtahin, barang gadai tersebut adalah amanat 
pemiliknya yang berada di tangan pihak yang memberi pinjaman. Karenanya, pihak 
pemberi pinjaman tidak boleh memaksa orang yang menggadaikan barang tersebut 
untuk menjualnya, kecuali si peminjam tidak mampu melunasi utangnya tersebut. 
Bila dia tidak mampu melunasi utangnya saat jatuh tempo, maka barang gadai 
tersebut dijual untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apabila ternyata hasil 
penjualan tersebut masih ada sisanya, maka sisa penjualan tersebut menjadi milik 
pemilik barang gadai (orang yang menggadaikan barang tersebut). Bila hasil 
penjualan barang gadai tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang 
menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya, demikianlah, barang 
gadai adalah milik orang yang menggadaikannya. 
 
 Hadis Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda: 
                                                             
44Sunan Abi Daud, Terjemahan Sunan Abi Daud, Buku 4“Terj.”Bey Arifin, dkk. (Semarang, 
Asy-Syifa: tt) h. 118-119. 
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 َعَو ،ًنًْوُهْرَم َناَك اَذيإ يهيتَقَف َنيب ُبَرُْشي  ير َّدلا َُبََلَو ،ًنًْوُهْرَم َناَك اَذيإ يهيتَقَف َنيب ُبَْكر ُي ُرْهَّظلا ُبَْكر َي ْي
يذَّلا ىَل
 ُةَقَفَّ نلا ُبَرْشَيَو. 
Artinya: 
 
Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung 
biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya 
dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan 
memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.45 
 
Tafsir ulama, menurut Syafi”iyah murtahin tidak diperbolehkan 
memanfaatkan marhūn. Sedangkan rahin diperbolehkan memanfaatkannya, asalkan 
tidak menyebabkan harga marhūn berkurang. Misalnya jika mobil dengan cara 
dikendarainya, dan rumah dengan cara ditempatinya. Adapun apabila menyebabkan 
harganya berkurang, maka tidak diperbolehkan memanfaatkannya, kecuali ada izin 
murtahin. Misalnya dengan cara membangun atau menanami pepohonan di atas tanah 
yang dijadikan barang gadaian. 
Hanabilah membedakan antara marhūn itu berupa kendaraan yang bisa dinaiki 
dan hewan yang bisa diperah susunya dan yang tidak bisa keduanya (dinaiki dan 
diperah susunya). Menurut mereka jika tidak bisa dinaiki dan diperah, maka rahin 
maupun murtahin tidak diperbolehkan memanfaatkan marhūn tanpa seizin masing-
masing.46 
                                                             
45Kitab Shahih Bukhari Juz 3, (Hadits No. 2329). h. 143 
46Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
185. 
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Analisis, menurut penulis sebagaimana telah dikemukakan dalam definisi 
istilah di atas tentang gadai bahwa hakikat marhūn adalah akad yang mengandung 
kepercayaan, yaitu berupa jaminan yang diberikan rahin kepada murtahin. Misalnya 
jika jaminan berupa tanah maka jaminannya adalah sertifikat dan diserahkan kepada 
murtahin. Maka hak memanfaatkan barang tetap berada di tangan rahin. Karena 
barang tersebut miliknya. Apalagi marhūn memerlukan perawatan dan pembiayaan 
seperti barang yang berupa kendaraan dan tanah sawah.  
2. Rukun dan Syarat  Rahn (نه َّرلا) 
 Rukun Rahn (نه َّرلا) 
Menurut mayoritas ulama rukun Rahn (نه َّرلا)  ada empat, yaitu; 1) dua orang 
yang berakad (aqidain), yaitu yang menggadaikan atau yang berutang (rahin) dan 
yang menerima barang gadai (murtahin), 2) harta yang digadaikan atau yang 
dijadikan jaminan (marhūn), 3) utang (marhūn bih), 4) ijab dan kabul (shighah).47 
Ijab yaitu ungkapan menyerahkan barang yang digadaikan dari orang yang 
berutang atau pemilik barang (rahin). Kabul yaitu ungkapan kesediaan memberi 
utang dan menerima barang yang digadaikan dari penerima barang gadai (murtahin). 
Misalnya ungkapan jelas pemilik barang kepada penerima barang; “saya gadaikan 
barang ini kepadamu sebagai jaminan atas utang saya kepadamu.” Kemudian 
penerima barang gadaian menjawab; “saya terima.” 
                                                             
47Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
243. 
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Sedangkan menurut Hanafiyah rukun gadai hanya ijab dan kabul saja. Dan 
tidak disyaratkan harus diungkapkan dengan jelas melalui ucapan. Akan tetapi 
diperbolehkan ungkapan melalui petunjuk, seperti jika seseorang membeli sesuatu 
dengan cara mengutang, kemudian dia menyerahkan sebuah baju kepada penjual 
sambil berkata; “tahanlah baju ini hingga aku membayarnya.” Dalam hal ini baju 
tersebut dijadikan jaminan atas utang tersebut.48 
 Syarat Rahn (نه َّرلا) 
Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (aqidain) adalah 
sebagai berikut: 
 Mempunyai kecakapan dalam melakukan akad (ahliyah al-tasharruf), yaitu 
baligh, berakal, cerdas, dan tidak terhalang melakukan akad seperti orang 
yang sedang dipenjara. Pendapat tersebut sepakat dikemukakan mayoritas 
ulama kecuali Hanafiyah yang menyatakan balig tidak menjadi syarat. Oleh 
karena itu, anak yang sudah mumayyiz asalkan ada izin orang tuanya, sah 
melakukan akad. 
Syarat yang berhubungan dengan harta yang digadaikan atau harta yang 
dijadikan jaminan (marhūn) adalah sebagai berikut:49 
                                                             
48Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
182. 
49Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, ( Cet. II Juz V ,Damaskus ; Dar al-Fikr, 
1405H/1985M), h. 185. 
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 Dapat dijual apabila pada waktunya utang tidak terbayar yang nilainya 
seimbang dengan utang 
 Bernilai harta dan boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu misalnya khamr dan 
bangkai tidak sah dijadikan marhūn. 
 Dapat diketahui dengan jelas pada waktu akad. Oleh karena itu misalnya 
tidak sah menggadaikan burung yang sedang terbang di udara atau ikan 
yang ada di kolam. 
 Dapat diserahterimakan pada waktu akad. Oleh karena itu utang yang 
berada dalam tanggungan tidak sah dijadikan marhun. 
 Milik orang yang menggadaikan atau orang yang berutang. Atau apabila 
milik orang lain harus ada izin darinya. 
  Akibat Hukum Akad Rahn (نه َّرلا)  
Apabila syarat-syarat Rahn (نه َّرلا)  telah terpenuhi, maka akad 
dipandang sah dan berdampak hukum sebagai berikut: 
 Ada kaitannya utang dengan marhūn,  
 Hak menguasai marhūn 
 Memelihara marhūn 
 Rahn (نه َّرلا)  membiayai marhūn 
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 Rahin tercegah mentasharufkan barang yang dijadikan jaminan atau barang 
yang digadaikan. Misalnya, menjualnya, menghibahkan dan 
mewakafkannya, kecuali ada izin dari murtahin. 
 Tidak boleh memanfaatkan marhūn. 50 
Lain halnya apabila izin dari pihak rahin karena terpaksa, contohnya seperti 
murtahin mensyaratkan dari awal jika akad akan terjadi apabiila marhūn bisa di 
manfaatkan oleh murtahin apabila tidak demikian, murtahin tidak akan melakukan 
akad atau memberikan pinjaman. Karena baginya tidak ada hasil yang diperolehnya 
dengan pinjaman tersebut. Oleh karena itu tujuan yang semula dari gadai tersebut 
adalah social dan kepercayaan berubah menjadi komersial yang mengandung riba. 
3. Catatan Teoretis dan Produk Hukum Tentang Ijarah 
Dalam perkembangan lembaga keuangan, produk safe deposit box merupakan 
salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat. 
Penggunaan produk ini sebagai solusi bagi masyarakat untuk menyimpan dan 
mengamankan barang-barang berharga, seperti surat bukti atau sertifikat kepemilikan 
barang, perhiasan dan benda-benda berharga lainnya. 
Seiring perkembangannya, produk safe deposit box tersebut dikembangkan 
lebih lanjut oleh beberapa lembaga keuangan Syariah. Di antara lembaga syariah 
yang menawarkan produk ini adalah Pegadaia Syariah. Berdasarkan sifat dan 
                                                             
50Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 
18. 
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karakternya, produk safe deposit box ini dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah 
(sewa). 
Istilah Ijarah berasal dari kata ajr yang berarti iwadh (ganti), sehingga tsawab 
(pahala) sering pula dinamakan dengan ajr (upah). Sedangkan secara istilah, Ijarah 
berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.51 
Pengertian hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyyah bahwa Ijarah berarti 
akad atas suatu manfaat dengan penggantian.52 
Dalam konteks hukum, di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang 
berkaitan dengan Ijarah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun 
dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) Majelis 
Ulama Indoneisa. Undang-Undang pertama yang menyebutkan Ijarah adalah 
Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini, Ijarah 
disebutkan sebagai pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 
pilihan.53 
Penggunaan Ijarah dalam undang-undang lebih terperinci dikemukakan 
dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam 
pasal 1 ayat 25 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan 
yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah. 
                                                             
51Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut ;  Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1973), III/198 
52Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung  ; PT Remaja Rosdakarya,  2015), h. 
88 
53Lihat, Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998 tentng Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. 
47 
 
Penggunaan Ijarah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 lebih lanjut 
digunakan dalam pasal-pasal yang menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha 
Perbankan syariah. 
Produk hukum yang kedua tentang Ijarah dikemukakan dalam peraturan Bank 
Indonesia (PBI), yakni PBI Nomor 7/24/PBI/2004 tentang bank umum yang kegiatan 
usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad 
Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 
Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah 
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau 
imbalan jasa. Ijarah dalam PBI ini ditempatkan sebagai salah satu akad yang 
digunakan sebagai produk Perbankan Syariah dalam penyaluran dana. 
Produk hukum lain yang bebicara tentang Ijarah adalah Fatwa Dewan Syariah 
Nasional (DSN) MUI. paling tidak, telah ada 8 (delapan) fatwa DSN MUI yang 
berkaitan dengan Ijarah. Fatwa pertama yang dikeluarkan DSN MUI adalah fatwa 
Nomor 9 tentang pembiayaan Ijarah. Dalam fatwa telah dirumuskan definisi 
operasional tentang Ijarah dan diatur tentang ketentuan Ijarah ketika 
diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut kemudian 
dilanjutkan dengan fatwa berikutnya, yaitu fatwa DSN MUI Nomor 24 tentang Safe 
Deposit Box. Fatwa ini menetapkan bahwa berdasarkan sifat dan karakternya, SDB 
(safe deposit box) dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah (sewa). 
48 
 
D.Kerangka Konseptual 
 
 
                                            perjanjian Qardh, Rahn, Ijarah 
 
 
 
 
Dari gambar di atas maka dapat di pahami bahwa nasabah dan perusahaan 
Pegadaia Syariah memiliki posisi bervariasi sesuai dengan akad yang digunakan. 
Dapat di pahami bahwa mekanisme kerja antara Pegadaia Syariah dan pegadaian 
konvensional memiliki perbedaan yang signifikan . Bila dalam pegadaian 
konvensional, nasabah dipungut dalam bentuk bunga yang dapat berakumulasi dan 
brlipat ganda, sedangkan dalam Pegadaia Syariah nasabah dipungut biaya penitipan, 
pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran (ujrah) 
 
 
 
 
Fasilitas 
Pegadaia 
Syariah 
Pinjaman (qard) 
Nasabah 
Barang Gadai 
(marhun) 
Sewa 
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BAB III 
METODELOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitan ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab “bagaimana kesesuaian pelaksanaan akad 
Rahn pada Pegadaia Syariah dengan fatwa DSN-MUI”. untuk menjawab tujuan 
tersebut peneliti turun ke lokasi penelitian dan terlibat secara mendalam sampai 
mendapatkan jawaban atas terjadinya fenomena dan keingintahuan atas pertanyaan 
tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. 
Studi kasus adalah strategi yang lebih cocok apabila peneliti hanya 
mempunyai sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan 
diselidiki, dan focus penelitiannya terletak pada fenomena sekarang (masa kini).54 
Terdapat lima komponen desain penelitian yang sangat penting dalam studi kasus, 
yaitu: 
1. Pertanyaan-pertanyaan penelitian 
Pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini digunakan untuk mendapat 
jawaban atas penelitian yang di teliti. Pertanyaan yang akan diajukan tersusun secara 
rinci baik pertanyaan secara lisan maupun tertulis. 
 
                                                             
54Robert K. Yin, Studi Kasus Desain dan Metode. (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2012),  h. 
2. 
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2. Proposisi 
Proposisi digunakan untuk membantu mengkategorikan atau mengidentifikasi 
tentang seseorang atau suatu hal. Proposisi berfungsi untuk membuat peneliti 
semakin fokus terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan 
batasan ruang lingkup sebagai obyek yang diteliti yaitu hanya pada pelaksanaan akad 
Rahn (نه َّرلا)  produk gadai emas Pegadaia Syariah terhadap fatwa DSN-MUI. 
3. Unit-unit Analisis 
Unit analisis merupakan komponen seperti individu atau tempat untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 
pelaksanaan akad Rahn (نه َّرلا)  pada produk gadai emas di Pegadaia Syariah 
Cabang Makassar. 
Pegadaia Syariah Cabang Makassar digunakan sebagai objek dalam penelitian 
ini. Pemilihan objek penelitian di tempat ini adalah karena daerah operasi Pegadaia 
Syariah di Makassar sudah cukup banyak dan strategis, sehingga memungkinkan 
terjadi banyaknya pelaksanaan praktik gadai disana. 
4. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tertentu 
Komponen ini mengetengahkan tahap analisis data dalam penelitian studi 
kasus. Dalam memberikan analisis terhadap objek yang diteliti, peneliti memberikan 
suatu indikator atau parameter dalam penelitian ini. Indikator tersebut diperoleh dari 
poin-poin yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa 
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DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 yang dikaitkan dengan fakta yang terdapat 
dalam pelaksanaan akad Rahn (نه َّرلا)  pada produk gadai emas di Pegadaia Syariah 
cabang Makassar. 
5. Kriteria untuk menginterpretasikan temuan 
Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika yang mengaitkan data 
dengan proposisi sehingga ada perbandingan yang dapat diinterpretasikan. Penelitian 
ini mengaitkan kedua jenis data yaitu antara poin-poin yang terdapat dalam fatwa 
DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 dan fatwa DSN MUI No.26/DSN-
MUI/III/2002 dengan fakta yang terdapat dalam pelaksanaan akad Rahn (نه َّرلا) 
pada produk gadai emas di Pegadaia Syariah cabang Makassar. Dengan demikian ada 
hasil yang memberikan gambaran yang jelas apakah penerapan gadai emas telah 
sesuai dengan fatwa DSN MUI. 
B. Pendekatan Penelitian 
Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai 
berikut : 
1. Pendekatan Teoretik, Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami 
konsep gadai emas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia pada  Pegadaia Syariah. 
2. Yuridis Normatif, Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri umber 
atau dasar hokum dari nilai-nilai tersebut yaitu dengan melacak 
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pembenarannya melalui dali-dalil al-Qur’an dan Hadis Nabi saw, serta 
pendapat para ulama. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan terdiri dari data primer diperoleh dari hasil wawancara 
berupa metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang 
yang menjadi informan atau responden. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih  
adalah oaring yang dianggap mengerti dan mengetahui secara keseluruhan tentang 
akad Rahn (نه َّرلا)  pada produk gadai emas di Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral 
Makassar. 
Sedangkan data sekunder adalah data yang bersifat dokumen. Data dokumen 
dalam penelitian ini adalah syarat dan ketentuan gadai emas di Pegadaia Syariah, 
fatwa DSN-MUI tentang Rahn (نه َّرلا)  dan Rahn (نه َّرلا)  emas dan laporan 
kegiatan gadai syariah Rahn (نه َّرلا) di Pegadaia Syariah cabang Makassar. Data 
sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel lainnya yang membahas 
tentang Rahn (نه َّرلا). 
D. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 
adalah sebagai berikut: 
1. Observasi 
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Pada tahap awal ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek 
yang akan diteliti yaitu Pegadaia Syariah Cabang Makassar. Penelitian ini 
menggunakan observasi terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang 
melakukan penelitian. 
2. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu.55 Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara 
terstruk\tur. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap informan diberikan pertanyaan 
yang sama sesuai topic penelitian dan pengumpul data mencatatnya. Dalam penelitian 
in, peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan dan memilih 
informan yang dianggap mengerti tentang apa yang diharapkan dan mengetahui 
secara keseluruhan tentang akad Rahn (نه َّرلا)  pada produk gadai emas di Pegadaia 
Syariah Makassar. 
3. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui 
dokumentasi dari literature-literatur tentang gadai syariah, syarat dan ketentuan, 
prosedur serta laporan gadai emas syariah Rahn (نه َّرلا) pada Pegadaia Syariah. 
                                                             
55Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung ;  Alfabeta, 2011) h. 
13. 
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E. Tekhnik Pengolahan dan Analisi Data 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa pengolahan data 
yang diperoleh peneliti selama dilapangan serta mengolah hasil wawancara dan 
dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menganalisis data 
adalah: 
1. Analisis Domain 
Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang 
umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian.56 
Analisis domain dilakukan terhadap data yang diperoleh dari pengamatan wawancara 
atau pengamatan deskriptif. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum 
mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau 
kategori dari situasi sosial yang diteliti. 
2. Analisis Taksonomi 
Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul 
berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Domain yang telah ditetapkan menjadi 
cover term dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi 
ini.57 
F. Pengujian Keabsahan Data 
                                                             
56Sugiono, Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung ; Alfabeta, 2011). h. 
255 
57Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung ;  Alfabeta, 2011) h. 
261 
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Setelah melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan validasi atau 
keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik validasi data berupa triangulasi. 
Penelitian ini menggunakan 2 metode triangulasi yaitu: 
1. Triangulasi sumber, digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 
dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa 
sumber. Misalnya, selain melalui wawancara kepada beberapa pihak yang 
terkait dalam penelitian ini, peneliti juga melihat berbagai dokumen atau arsip 
yang menunjang dalam penelitian ini. 
2. Triangulasi teknik, dengan cara mengecek data pada sumber yang sama 
dengan teknik yang berbeda dan menggabungkan hasil wawancara antar 
narasumber untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 
Ini bertujuan untuk memperoleh data dan penjelasan pendukung yang belum 
terjawab oleh informan kunci (key informan) untuk membantu mengurangi 
kesalahan dalam pengumpulan data. Misalnya, data diperoleh dengan 
wawancara, kemudian di cek dengan observasi dan dokumentasi. 
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BAB IV 
ANALISIS PELAKSANAAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL 
MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 25 & 26/DSN-MUI/III/2002 PADA 
PEGADAIA SYARIAH UNIT PASAR SENTRAL MAKASSAR 
A. Gambaran Umum Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar 
1. Sejarah Singkat PT. Pegadaia Syariah 
Perkembangan produk-produk berbasi Islam kian marak di Indonesia, tidak 
terkecuali Pegadaian. PT Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang 
disebut dengan PT Pegadaia Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam 
memiliki karakter seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, 
menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai alat komoditas yang 
diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau 
bagi hasil. 
Pegadaia Syariah didirikan pada 14 Januari 2003 tempatnya di Jakarta dengan 
Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Kemudian berlanjut di 
kota-kota lainnya seperti Surabaya, Semarang, Makasar, Surakarta, dan Yogyakarta 
pada September 2003. Masih pada tahun yang sama, empat kantor cabang Pegadaian 
di Aceh menjadi Pegadaia Syariah. 
Badan lembaga ini bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh 
gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional. Badan ini telah disesuaikan 
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agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku didalamnya dan akan 
memperkaya khasanah lembaga keuangan Indonesia.58 
Operasionalisme Pegadaian pra fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang 
bunga bank telah sesuai dengan konsep Syariah. Adapun beberapa pihak yang 
menepis anggapan itu. Setelah melalui beberapa kajian yang cukup panjang, akhirnya 
disusunlah sebuah konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah 
awal adanya devisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Sebuah konsep 
ini mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan 
efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam dan yang mempunyai bisnis mandiri 
yang secara struktural terpisah pengolahannya dari usaha gadai konvensional. 
Pegadaia Syariah mempunyai fungsi dalam beroperasi yaitu yang dijalankan oleh 
kantor-kantor Cabang Pegadaia Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai 
satu unit sebuah organisasi dibawah pembinaan divisi usaha lain PT pegadaian.  
2. Tujuan dan Manfaat Pegadaian 
Tujuan yaitu untuk melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia baik secara 
konvensional maupun syariah dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan 
menengah kebawah, usaha mikro, usaha kecil sumber daya perseroan dengan 
menetapkan prinsip perseroan terbatas PT  Pegadaian bertujuan sebagai berikut: 
                                                             
58Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam (yogyakarta: Kota Kembang, 2000), h. 101-
115. 
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a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program 
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya 
melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai. 
b. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. 
c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring 
pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi 
dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga. 
d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syariah mudah. 
Adapun manfaat pegadaian. Antara lain: 
a. Bagi nasabah: tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana 
dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit 
perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapat manfaat penakasiran 
nilaisuatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan 
barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. 
b. Bagi perusahaan pegadaian: 
 Penghasilam yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh 
peminjam dana. 
 Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah 
memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai 
syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan 
biaya sewa tempat penyimpanan emas. 
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3. Visi dan Misi Pegadaia Syariah  
a. Visi : 
1. Membantu program pemerintah meiningkatkan kesejahteraan rakyat 
khususnya golongan menengah ke  bawah dengan memberikan solusi 
keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil 
dan menngah atas dasar hukum gadai. 
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan 
tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. 
3. Melakasanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.59 
 
b. Misi : 
1.  Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu 
memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan 
kemudahan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri 
menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat. 
  Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Perseroan, maka telah 
ditetapkan budaya perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan 
dilaksanakan oleh seluruh insan Pegadaian yaitu jiwa Intan yang terdiri dari : 
1. Inovatif 
                                                             
59 Perum Pegadaia Syariah, Buku Pengenalan Produk Perum Pegadaian, Divisi Litbang 
Pdemasaran KantorPusat Perum Pegadaian Oktober 2009) h. 8 
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 Berinisiatif, kreatif dan produktif 
 Berorientasi pada solusi 
2. Nilai Moral Tinggi 
 Taat beribadah 
 Jujur dan berpikir positif 
3. Terampil 
 Kompeten dibidangnya 
 Selalu mengembangkan diri 
4. Adi Layanan : 
 Peka dan Cepat Tanggap 
 Empatik, Santun, dan Ramah 
5. Nuansa Citra 
 Memiliki sense of belonging 
 Peduli nama baik perusahaan 
Konsep Operasi Pegadaia Syariah mengacu pada system administrasi 
modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan 
dengan Islam.  
4. Lokasi dan Coverage Area 
Kantor Cabang Pegadaia Syariah Sentral  Makassar berdiri pada bulan 
Juni tahun 2003.Pegadaia Syariah Cabang Sentral merupakan cabang pertama 
dan sudah berjalan kurang lebih 15 tahun, dan banyak mengalami peningkatan 
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terutama kinerja Staf dan jumlah nasabah. Pegadaia Syariah Sentral  
beralamat di Jalan Samalona Nomor 06 Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, 
Kota Makassar Sulawesi Selatan. Adapun wilayah coverage area mencakup 
sebagian kecamatan yang ada di Kota makassar.60 
5. Struktur Organisasi 
PT Pegadaia Syariah Cabang Sental Makassar adalah Cabang yang 
dipimpin oleh Pimpinan Cabang yang mempunyai beberapa staf yaitu 
Penaksir, Kasir Unit Pengolola Cabang, Penjaga atau Penyimpan Barang 
Jaminan dan keamanan. Pegadaia Syariah Cabang Sentral Makassar 
mempunyai Unit Layanan Syariah yaitu Unit Layanan Syariah untuk 
membantu pelaksanaan operasional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
60 Chaeruddin, wawancara langsung di Pegadaia Syariah Central Makassar pada tanggal 
29 November  2018. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pegadaia Syariah Central Makassar 
 
 Pimpinan Cabang : 
Mempunyai tugas  untuk melaksanakan kegiatan operasional pemberian 
pinjaman atas dasar hokum gadai dan melaksanakan usaha lainnya serta 
mewakili kepentingan kantor cabang dalam hubungan dengan pihak lainnya 
atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan 
misi perusahaan. 
 Penaksir barang jaminan dibedakan menjadi dua bagian yaitu : 
3. Penaksir Muda 
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Penaksir Muda merupakan petugas yang menaksir barang jaminan dan 
berada pada loket penaksir serta berinteraksi langsung dengan kebutuhan. 
4. Penaksir Madya 
Penaksir Madya merupakan penaksir yang secara tidak langsung 
berinteraksi dengan nasabah, melainkan hanya menaksir ulang barang 
jaminan yang telah ditaksir oleh penaksir muda. 
 Kasir : 
Kasir sebagai petugas yang membayar uang pinjaman kepada rahin mencatat 
setiap pembayran pinjaman serta selanjutnya dilaporkan kepada petugas Tata 
Usaha dan Akuntansi yang akan digunakan sebagai laporan keuangan. 
 Penyimpan  Barang Jaminan Emas : 
Petugas yang berperan dalam penyimppanan dan pengeluaran barang jaminan 
berupa Emas, kendaraan bermotor, Elektronik, dll. 
 Keamanan : 
Petugas yang mengatur keantrian dan mengendalikan ketertiban dan 
keamanan dalam lingkungan kantor cabang. 
6. Produk dan Jasa Pegadaia Syariah Central Makassar 
Lembaga Pegadaia Syariah memiliki produk dan jasa yang sejalan dengan 
misinya difokuskan untuk masyarakat menengah ke bawah. Adapun produk gadai 
syariah antara lain adalah: 
a. Rahn : Pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan 
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dan dengan sistem gadai sesua syariah dengan barang jaminan berupa 
emas, perhiasan berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. 
b. Arrum Haji : Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang 
ingin pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya. Arrum Haji dapat 
memberikan pinjaman kkepada nasabah sebsesar 25 juta rupiah kepada 
nasabah. 
c. Arrum BPKB : Produk ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman 
uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Suaratnya nasabah harus 
memiliki usaha yang sudah berjalan setahun.  
d. Amanah : Layanan Amanah ini hamppir tersedia di seluruh pegadaian 
yang ada di Indonesia. Untuk uang muka pembelian speda motor, 
nasabah harus membayar  mulai 20 pesen dai harga. Sementara untu 
pembelian mobil 25 persen dari harga. 
e. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi ) : Logam mulia 
atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan 
manusia disamping memiliki estetitas yang tinggi juga merupakan jenis 
investasi yang nilanya stabil, likuid, dan aman secara rill. Mulia 
(Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi ) adalah penjualan 
logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai, dan agunan 
dengan jangka waktu fleksibel. Akad Murabahh Logam Mulia untuk 
Investasi adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama 
anatara pegadaian dan nasabah atas sejumlah pembelian Logam Mulia 
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disertai keuntungan dan biaya-biaya yang disepakati . 
Disamping produk yang dimiliki pegadaian lembaga ini juga memiliki jasa 
yang difungsikan untuk membantu masyarakat menengah kebawah dalam 
membutuhkan pembiayaan, adapun jasa tersebut, diantaranya:61 
a. Pemberian Pinjaman atau Pembiayaan atas dasar hukum gadai Syariah. 
Produk ini mensyaratan pemberian pinjamandengan penyerahan barang 
sebagai jaminan. Barang Gadai harus berbentuk barang bergerak, oleh 
karena itu pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan jumlah 
dari barang yang digadaikan. 
b. Penaksiran Nilai harta benda, yaitu Pegadaian Syariah memberikan jasa 
penaksir atas nilai suatu barang yang dilakukakan oelh calon nasabah. 
Demikian juga orang yang hanya bermkasud menguji kualitas barang 
yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya itu. 
Jasa ini diberikan karena Pegadaia Syariah mempunyai alat penaksir 
yang keakuratannya dapat diandalkan. Demikian juga dengan sumber 
insani yang berpengalaman menaksir. Untuk jasa penaksir dimaksud, 
hanya memungut ongkos biaya penaksiran. 
c. Penitipan barang berupa sewa (Ijarah), Pegadaia Syariah juga menerima 
titipan barang dari masyarakat berupa surat-surat berharga seperti 
sertifikat tanah, ijazah, motor. Fasilitas ini diberikan bagi mereka yang 
ingin melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang relative lama atau 
                                                             
61 Zainuddin ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta Sinar Grafika, 2008) h. 53 
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karena penyimpanan di rumah dirasakan kurang aman. Atas jasa 
pentipan tersebut, Pegadaia Syariah dapat memungut ongkos 
penyimpanan. 
d. Gold Counter62, yaitu jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan 
emas yang terjamin kualitas keasliannya. Gold Counter ini semacam 
toko emas dengan emas galeri 24, dimana setiap pembelian emas di  
tooko milik Pegadaia Syariah akan dilampirkan sertifikat jaminan. 
Dengan sertifikat tersebut masyarakat percaya dan yakin akan kualitas 
dan keaslian emas.  
 Produk dan jasa yang dijalankan Pegadaia Syariah, operasional gadai yang 
dijalankan berdasarkan atas tiga akad sejalan dengan akad- akad transaksi syariah 
yaitu: akad qard, akad Rahn, dan akad Ijarah. 
B. Mekanisme Pengelolaan Gadai Emas Pada Pegadaia Syariah Unit Pasar 
Sentral Makassar 
Mekanisme operasional gadai Syariah sangat penting untuk diperhatikan. 
Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang 
akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang 
dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan 
Syariah (al-Qur’an, al-Hadist, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan 
                                                             
62 Cahyusha Desmutya Herfika, Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada 
Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan pada Pegadaia Syariah (Studi Pada PT Pegadaian di 
Nganjuk dan Kediri) “Jurnal Ilmiah”, h. 10. 
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usaha yang mengadung unsur riba . Oleh karena itu, pengawasanya harus melekat, 
baik internal terutama keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai 
penanggung jawab yang berhubungan dengan aturan syariahnya maupun eksternal 
Pegadaia Syariah, yaitu masyarakat muslim utamanya, serta yang tidak kalah 
pentingnya adanya perasaan selalu mendapatkan pengawasan dari yang membuat 
aturan syariah itu sendiri, yaitu Allah Swt. Transaksi yang digunakan oleh Pegadaia 
Syariah unit Pasar Sentral Makassar sendiri dalam mekanisme operasional gadai 
emas dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga  akad, yaitu akad  Qard, akad 
Rahn dan akad Ijarah. Penjelasan rinci mengenai  akad yang dimaksud, tertera pada 
lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah 
(rahin) dapat memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep akad-
akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan, namun dalam teknis 
pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar 
SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup akad- akad  tersebut. 
Gambar 1.2 Skema Transaksi Gadai Emas Syariah 
Pemberian Hutang 
 
Akad Transaksi 
 
Penyerahan Marhun 
 
 
Marhun Bih 
(Hutang) 
Rahin Murtahin 
Marhun 
(Barang) 
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Penjelasan:  
1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaia Syariah untuk meminta fasilitas 
pembiayaan dengan membawa marhunyang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola 
yang akan diserahkan kepada murtahin. 
2. Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang yang 
diberikan oleh nasabah sebagai jaminan atas hutangnya. 
3.  Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan 
melakukan akad.  
4. Setelah akad dilakukan, maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun 
bih (pinjaman) yang diinginkan dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai 
taksiran barang (dibawah nilai jaminan).  
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat 
melunasi pinjaman, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada 
Pegadaia Syariah. 
 Apabila menggunakan akad rahn, rahin hanya berkewajiban mengembalikan 
modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya 
administrasi, untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi 
pada pinjaman dengan cara : Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase, 
Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak 
diperlukan untuk terjadinya kontrak. Kategori marhun dalam akad yang dimaksud 
adalah berupa barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola, kecuali 
dengan cara menjualnya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, 
69 
 
sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun, dalam akad ini 
mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayar oleh pihak rahin kepada 
murtahin sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh pihak 
murtahin. 
C. Analisis Gadai Emas Pada Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral 
1. Analisis Akad Qard pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa 
DSN-MUI di Pegadaia Syariah Sentral  Makassar 
 Penerapan akad Qard dalam Produk Gadai Emas di Pegadaia Syariah tidak 
dilakukan secara tertulis, artinya akad qard tersebut disepakati dengan kontrak 
lisan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Chaeruddin, menyatakan bahwa:  
Akad qard di Pegadaia Syariah Makassar tidak dituangkan dalam kontrak 
akad secara tertulis. Namun, dijelaskan atau dilakukan secara lisan antara 
pihak Pegadaian dan Nasabah.63 
Tinjauan ulama dalam menjelaskan tentang akad menyatakan bahwa akad 
secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna 
al-ribt (keterikatan, perikatan, dan pertalian).64 Akad dalam bentuk tulisan atau 
ucapan yang mengandung perikatan akan menimbulkan hukum dan sah. Hal ini 
sesuai dengan pendapat ulama jika transaksi itu berupa jual beli, maka ucapan si 
penjual kepada pembeli dapat berupa: “saya jual buku ini kepada anda” adalah ijab 
                                                             
63 Chaeruddin, wawancara langsung di Pegadaia Syariah Central Makassar pada tanggal 
29 November  2018. 
64 Ibrahim Fadhil Al-Dabbu, Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa-Tatbhiq (Jordan: Dar Al-
Manahij, 2008), h. 171. Lihat juga Syamsul Anwar, Hukum Perjajian Syariah Studi Tentang Teori 
Akad dalam Fikih Muamalat, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 96. 
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sekalipun diucapkan belakangan.  Kontrak juga merupakan kesepakatan bersama baik 
lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih melalui ijab qabul 
yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa 
yang menjadi kesepakatan tersebut.65 Sehingga dibenarkan menurut syariah adanya 
akad yang dilakukan dengan lisan. Namun, ucapan tersebut ada implikasi hak dan 
kewajiban dari kedua belah pihak dari ijab qabul yang diucapkan dari kedua belah 
pihak. 
Ijab-qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan 
di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai emas diantara pihak 
lembaga dan nasabah dan tidak adanya pemisah antara ucapan ijab dan qabul. Ijab 
qabul sangat dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indiakator 
kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad.66 
Selanjtnya akad qard digunakan sebagai akad yang mengantarkan murtahin 
untuk memberikan pinjaman terhadap rahin. Sesuai dengan konsep kontrak gadai 
modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas  dua  akad  transaksi  Islam.  
Namun,  akad  qard  yang  merupakan kontrak akad sebelum akad Rahn, serta 
dilengkapi akad Ijarah sebagai akad terahir menjadi satu hal pengenaan biaya 
uang/sewa modal. Hal ini menjadi   kekhawatiran   mengandung   unsur-unsur   yang   
tidak  sejalan dengan Islam. Dalam konsep dua akad dalam transaksi gadai syariah 
                                                             
65 Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah 
“Jurnal Ekonomi Islam La-Rib 2, No.1”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Juli 2008), h. 94. 
 
66 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta: PT. Rja  Grafindo 
Persada, 2007), h. 66 
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dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena 
akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad qard sebagai akad untuk pinjaman 
uang yang kemudian akad Rahn sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan. 
Sesuai dengan pendapat Dr. Hasanuddin selaku anggota DSN pembuat Fatwa 
bahwa akad qard berfungsi sebagai bentuk akad yang mengantar pemilik dana untuk 
memberikan pinjaman kepada pemilik jaminan (rahin). Hal ini sejalan dengan 
pengertian akad Qard yang menyebutkan secara umum merupakan akad untuk 
penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah atau lembaga gadai dengan pihak 
peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara 
tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Namun, sebelum ijab- qobul (akad 
qard) dilaksanakan, Pegadaia Syariah central Makassar memiliki standar tersendiri 
yang harus diikuti oleh Nasabah, yaitu sebagai berikut:67 
1) Prosedur Pembiayaan Gadai Emas 
a. Nasabah datang ke Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar 
Untuk mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis 
maupun secara langsung Nasabah mendatangi pihak Pegadaian dengan 
mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Selanjutnya formulir tersebut 
diserahkan kepada petugas bagian pembiayaan. Persyaratan pengajuan 
antara lain: 
                                                             
67 Chaeruddin (37 tahun), Penaksir dsn Penaggung Jawab Tata Usaha Pegadaia Syariah 
Unit Pasara Sentral Makassar,  Wawancara, Makassar  29 November  2018. 
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 Semua jenis profesi 
 Cakap hukum 
 Mengisi formulir permohonan 
 Fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku;milik yang 
megajukan). 
 Barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan. 
Prosedur yang disyaratkan oleh pihak Pegadaia Syariah Makassar 
sesuai dengan standar prosedur pembiayaan gadai pada umumnya yang 
mensyaratkan Nasabah memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar 
mengenai alamat, dan data lainnya serta adanya  barang jaminan berupa emas. 
Jenis emas yang dijadikan jaminan dapat berupa emas batangan, emas 
perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar 
emas 75%. 
2). Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan didasari adalah tentang kelayakan Nasabah baik 
dari segi umur Nasabah, tujuan pembiayaan, usaha Nasabah, serta lokasi 
usaha nasabah, yang bertujuan untuk mengetahui  kelayakan Nasabah  untuk  
mendapatkan  pembiayaan dari Pegadaia Syariah Makassar. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Chaeruddin 
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Bahwa dalam pengumpulan data nasabah yang dicek antara lain 
identitas Nasabah, kelayakan Nasabah, dan jaminan emas.68 
 
Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Pegadaia Syariah 
Makassar dalam menilai Nasabah pembiayaan Gadai Emas adalah dengan 
melihat identitas, keaadan Nasabah (cakap hukum), kelayakan Nasabah, dan 
jaminan emas Nasabah.  
Menurut tinjauan fikih berkaitan dengan rukun dan syarat orang  yang  
berakad   memiliki  syarat-syarat   yang  harus dipenuhi sebagai  pelaku  
transaksi  gadai  yaitu  Rahin  (pemberi  gadai)  dan Murtahin (penerima 
gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.  
Berhubungan dengan transaktor (orang  yang bertransaksi) yaitu Orang yang 
menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi 
beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).69 
Lembaga keuangan selaku murtahin (penerima gadai) dan Nasabah sebagi 
Rahin yang terlibat haruslah orang yang cakap bertindak secara hukum yang 
dapat mengucapkan ijab qabul (shigat) atau kontrak perjanjian gadai  secara 
jelas.70  Sehingga keberadaan  prosedur pengumpulan data di Pegadaia 
Syariah Makassar selain mengikuti pedoman fikih dengan adanya keseuaian 
                                                             
68 Chaeruddin (37 tahun), Penaksir dsn Penaggung Jawab Tata Usaha Pegadaia Syariah 
Unit Pasara Sentral Makassar,  Wawancara, Makassar  29 November  2018. 
 
69 A. Zainuddin dan Jamhur,i Al Islam 2 Muamalah dan Akhlak,1999.  h. 21. 
70 Adiwarman A Karim, Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan,2001 h. 66. 
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syarat dari orang yang berakad hal tersebut juga merupakan suatu bentuk 
kehati-hatian lemabaga dalam memberikan pembiayaan. 
3). Standar Penilaian Logam Emas 
Nilai pinjaman yang diperoleh oleh nasabah minimal 50% dari nilai 
taksiran sedangkan maksimal pinjaman 95% dari nilai taksiran, sejalan 
dengan teori di Pegadaian Syariah, biasanya platfon utang yang diberikan 
maksimal 95 persen dari nilai taksiran pendapat lain. 
2. Analisis Akad Rahn pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan 
Fatwa DSN-MUI di Pegadaia Syariah Sentral Makassar 
Pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan pinjaman 
sebesar 90-95% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar 
emas, dengan jangka waktu utang maksimal 4 bulan. Besarnya biaya simpan 
Rp 90 untuk setiap kelipatan Rp 10.000 dari nilai taksiran per sepuluh hari. 
Ini sama dengan 0,9 persen per 10 hari = 2,7 persen per 30 hari = 10,8 persen 
per 120 hari (4 bulan). Contoh penghitungan nilai taksiran: Nilai bersih emas 
sebesar 24,650 Harga taksiran sebesar 258, 125 Maka penghitungan besaran 
pinjaman sebesar 24,650 X 258,125 = 6.362.789,49 
Dari  penghitungan  tersebut  pinjaman  yang  bisa  diterima oleh 
Nasabah maksimal sebesar Rp 6.362.789,49. Di Pegadaia Syariah Central 
Makassar, besaran pinjaman disesuaikan dengan harga taksiran emas dengan 
maksimal 95% dari nilai taksiran dengan jangka waktu selama 4 bulan. 
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Tahapan akad dalam gadai pada saat proses gadai adalah pertama 
Pegadaia Syariah membuat akad Qardh untuk memberikan uang tunai kepada 
nasabah gadai, karena sebagai “akad pendamping” dari Rahn murni biasanya 
digunakan akad Qardh. Selanjutnya dibuatkan akad Rahn untuk menjamin 
pembayaran kembali dana yang diterima oleh nasabah. Sebagai uang sewa 
tempat menyimpan emas atau barang lain di bank atau lembaga  gadai 
sekaligus biaya asuransi  kehilangan emas yang dimaksud, bank atau lembaga 
gadai berhak untuk meminta Ujrah (uang jasa) yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan pertimbangan bank atau lembaga gadai.    Dalam    pemberian   
suatu    pinjaman   dengan gadai, sebelumnya bank syariah melakukan analisis 
pinjaman yang meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat calon pemohon 
pinjaman, data-data pemohon, keaslian dan karatese jaminan berupa emas. 
Adapun di Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar pertama 
membuat akad qard, kemudian akad Rahn, dan terahir akad Ijarah. Akad qard 
dilaksanakan seperti prosedur di atas. Selanjutnya akad Rahn akan dipaparkan 
pada bagian selanjutnya.. 
Penerapan akad Rahn pada Gadai Emas dituangkan secara tertulis 
setelah semua prosedur awal telah diselesaikan dan akad qard telah 
disepakati. Kombinasi akad dalam transaksi Rahn adalah kombinasi akad 
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Qard71 dengan Ijarah.72 Pada akad Rahn dan Rahn emas, Nasabah 
memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah atas pinjaman yang 
diterimanya.73 Menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS) dibenarkan selama 
memenuhi syarat dan akad-akad didalamnya tidak saling menafikan. Rahn 
merupakan mekanisme opersional gadai Syariah sangatlah penting untuk 
diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efisien dan 
efektif. Mekanisme opersional gadai Syariah haruslah tidak menyulitkan calon 
Nasabah yang akan meminjam uang atau akad akan melakukan hutang 
piutang. Dalam  hal  ini Pegadaia Syariah, mempunyai hak menahan marhūn 
sampai semua marhūn bih dilunasi. 
Dengan merujuk pada ketentuan Fatwa-fatwa DSN-MUI, beberapa riset 
terkait berkesimpulan bahwa akad Rahn di Pegadaia Syariah dan Bank Syariah telah 
mendapatkan kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan 
tidak bertentangan denga Fatwa DSN-MUI74 kesimpulan juga diungkapkan dalam 
penelitian lainnya dengan fokus pada akad Rahn menyebutkan bahwa akad Rahn 
                                                             
71 Al-qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih, atau dengan 
perjanjian dia akan membayar yang sama dengan hutangnya. Lihat Al-Sayyid Sabiq, Fiqh Al Sunnah, 
Fiqh Al Sunnah (Cairo: Dar Al Kitab Al Islamy Dar Al Hadits, t.th) h. 182 
72 DSN dan BI, Himpunan Fatwa, jilid 1, h. 1 
73 Muhammad Maksum, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah, 
2013. h. 127 
74 Lutfi Sahal, Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracs (Multi Akad 
Gadai Emas) Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaia Syariah “Jurnal At-Taradhi Jurnal Studi 
Ekonomi Vol.6, No. 2 ” (Banjarmasin: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2015). 
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telah memenuhi ketentuan syariah.75 
Jika diamati kedua penelitian tersebut sama-sama mencakup penggunaaan 
akad Rahn dalam kajian penelitiannya. Namun jika diamati secara jelas keduanya 
tidak menghubungkan secara jelas antara kesesuainnya dengan Fatwa DSN-MUI. 
Tesis ini kemudian mencoba mengamati problem multi akad dalam transaksi gadai 
emas yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. 
Materi Fatwa DSN-MUI menjelaskan hak penerima gadai (al-murtahin) 
sementara kepemilikan dan manfaat tetap menjadi milik nasabah (al-rahin). Produk 
Rahn disediakan untuk membantu Nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. 
Sedangkan Rahn sebagai produk pembiayaan, berarti Pegadaia Syariah memperoleh 
biaya sewa dari usaha rahin yang dibiayainya. 
Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan, 
penyimpanan, dan pemanfaatan juga menjadi hak dan tanggung jawab al-rahin, 
dengan se-izin al-rahin, al-murtahin dimungkinkan dengan mengganti biayanya.76 
Selanjutnya  dalam  praktik  di  Pegadaia Syariah Unit Pasa Sentral Makassar akad 
Rahn ini dituangkan secara tertulis . 
Pelaksanan Rahn dalam syariah sesuai dengan ayat al-Qur’an yang dapat 
dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al-Baqarah /2:283.  
                                                             
75 Anwar Munandar, Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syaria‟ah 
Cabang Kusumanegara Yogyakarta “Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 
(Yogyakarta, 2005). 
76 H. M. Ichwan Sam Dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ketentuan No.2, 
h. 155 
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 ٍّرَفَس  ىَلَع ْمُتنُك نيإَوَّ  ۢ  َْلَو اوُدَيتََّ  ۢ   ًبيتاَكَّ ۢا   ن  َهيرَفَّ ۢ   ةَضوُبْقَّمَّ ۢ  
Terjemahnya : 
 
jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh 
yang berpiutang).77 
 
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya tinjauan akad merupakan 
tahapan yang harus dilalui untuk menganalisis praktik multi akad dalam produk 
pembiayaan gadai emas ini. Sesuai dengan ketentuan fikih bahwa salah satu yang 
menjadi sahnya dari transaksi gadai adalah adanya rukun yang menerangkan tentang 
keberadaan barang yang diserahkan kepada penerima gadai oleh pemilik barang 
setelah menerima pinjaman, barang tersebut merupakan barang yang bisa diperjual 
belikan. Adapun barang yang diserah terimakan dalam produk pembiayaan gadai di 
Pegadaia Syariah Makassar merupakan emas yang bisa diperjual-belikan.  
Dalam kegiatan gadai emas syariah subjek dari praktik gadai emas yang 
dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah lembaga sebagai pemberi pinjaman 
serta penerima gadai, dan Nasabah baik perseorangan maupun lembaga atau 
perusahaan. Sedangkan objek dari kegiatan gadai emas syariah adalah harta atau 
barang berharga berupa emas. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk 
pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman 
                                                             
77 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 28. 
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kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai 
syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Pegadaia 
Syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya 
sewa atas dasar prinsip Ijarah. 
Selanjutnya dalam kontrak akad Rahn, PT Pegadaia Syariah Makassar juga 
menjelaskan bahwa Rahin menerima dan  menjaga terhadap barang marhūn, 
penetapan taksiran marhūn, marhūn bih, tarif ujroh, biaya administrasi yang tertera 
pada surat bukti Rahn atau nota transaksi (struk) seabagai tanda bukti yang sah 
penerimaan marhūn bih.78 Kontrak ini memberikan dampak hukum yang harus 
disepakati oleh Nasabah atas nilai taksiran dari Pegadaian, tarif ujroh yang telah 
ditetapkan sebelum akad qard dilaksanakan, serta biaya administrasi yang ditetapkan 
oleh Pegadaian. 
Hal lain yang diperjanjikan antara Nasabah dan Pegadaia Syariah Makassar, 
yaitu adanya ketentuan marhūn merupakan barang milik rahin, milik pihak lain yang 
dikuasakan kepada rahin dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1917 KUHPerdata 
harus menjamina kesyariahan dari barang tersebut serta rahin menyatakan telah 
berhutang kepada murtahin dan kewajiban untuk membayar pelunasan marhūn bih, 
biaya ujroh, dan pelelangan (jika ada). Sesuai dengan materi Fatwa DSN-MUI yang 
menjelaskan  bahwa  murtahin  (penerima  gadai)  mempunyai  hak untuk menahan 
                                                             
78 Contoh Akad  Rahn Pembiayan Gadai Emas di Pegadaia Syariah Makassar Tahun 
2018 
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marhūn (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.79 
Barang jaminan yang menjadi tanggung jawab pihak yang memegang barang 
jaminan akan bertanggung jawab atas barang tersebut sesuai dengan keputusan Fatwa 
DSN-MUI mengenai pemeliharaan dan penimpanan marhūn pada dasarnya 
merupakan tanggung jawab rahin. Namun, juga dapat dilakukan oleh murtahin 
dengan syarat biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 
Dalam kontrak di Pegadaia Syariah Makassar menjelaskan bahwa murtahin 
akan memberikan ganti kerugian apabila marhūn yang berada dalam penguasaan 
murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana 
alam (Force Majore) yang ditetapkan oleh pemerintah serta ganti rugi diberikan 
setelah diperhitungkan marhūn bih sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin. Hal ini 
juga sesuai dengan hasil penelitian Muhammad Azani yang menyatakan Jika marhūn 
hilang bukan karena force majeure (keadaan memaksa) dengan ketentuan bahwa 
keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, 
sabotase, dan huru-hara   maka rahin akan   mendapat penggantian maksimal sebesar 
taksiran nilai marhūn.80 
Adapun jaminan yang berada dalam tanggungan Pegadaia Syariah Makassar, 
Lembaga tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut sehingga tidak ada akad 
mudharabah. Hal ini sesuai dengan pendapat Chaeruddin dari hasil wawancara; 
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Dalam gadai emas ini pihak Pegadaian belum menerapkan akad mudharabah 
karena emas atau jaminan lain (motor, mobil, dan barang beharga lainnya) 
yang dijadikan oleh nasabah hanya disimpan oleh pihak Pegadaian tidak 
dijadikan pengembangan untuk mencari profit.81 
Hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Hanafi jika barang gadai berupa 
hewan, pemegang gadai boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil 
susunya sekadar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh orang yang 
menggadaikan barang.82 Senada dengan pendapat dari beberapa ulama diantaranya: 
Imam Ahmad, Ishak, Al Laits Dan Al Hasan, jika barang gadaian berupa barang 
gadaian yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, 
maka murtahin dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut 
disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau 
binatang ternak itu ada padanya.83 Ketidakberlakuan akad mudharabah dalam 
transaksi gadai emas karena barang jaminan (emas) tidak bisa dimanfaatkan untuk 
diambil keuntungan dari barang jaminan tersebut, sehingga tidak ada bagi hasil antar 
pihak Pegadaia Syariah Makassar dengan Nasabah. 
Disamping itu, dalam kontrak akad Rahn adanya pencantuman mengenai 
penundaan pejualan barang jaminan dalam akad apabila rahin tidak mampu 
membayar permintaan penundaan lelang dapat ditunda sebelum jatuh tempo dengan 
mengisi formulir yang telah disediakan, penundaan pelelangan dikenakan biaya 
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sesuai dengan ketentuan yang berlaku di murtahin.84 Bagian akhir dalam kontrak 
akad Rahn dari penundaan lelang adanya ketentuan jika nasabah tidak melakukan 
pelunasan, menebus sebagian marhūn, mengangsur marhūn bih. Penundaan lelang 
sampai jatuh tempo maka murtahin berhak melakukan penjualan (lelang) marhūn. 
Sesuai dengan ketentuang Fatwa DSN-MUI bagian akhir yang menjelaskan tentang 
penjualan marhūn apabila rahin tidak melunasi utangnya, maka marhūn dijual secara 
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.85 Penjualan barang jaminan (lelang) 
juga sesuai dengan penelitian Lina Aulia Rahman menyatakan pada gadai emas, 
apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan  dengan  membayar  Ijarah,  itu  
berati  nasabah telah menghendaki barang jaminannya dilelang.86 Selanjutnya hasil 
pelelangan marhūn telah dikurangi marhūn bih, ujroh, biaya lelang jika ada biaya 
lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak rahin. Namun, apabila hasil 
penjualan lelang marhūn tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban rahin berupa 
marhūn bih, ujroh, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka rahin wajib 
membayar kekurangan tersebut.  
Harta jaminan yang dijadikan objek gadai yang berupa emas syariah, yakni 
emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat 
mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, 
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85 H.M. Ichwan Sam, dkk, Himpunan fatwa dewan syariah Nasioanla MUI, Ketentuan No.5 
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86 Lina Aulia Rahman, Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah 
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merupakan barang yang dibuat milik nasabah selaku pembari gadai, utuh, tidak 
tersebar di berbagai tempat tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, 
bukan barang haram atau barang yang diadapatkan secara haram.87 Sehingga ketika 
ada Nasabah yang tidak membayar emas tersebut akan diperjual-belikan atau 
dilakukan proses lelang yang hasil jualnya akan mencukupi untuk menutupi hutang 
Rahin. 
Bagian penutup dalam akad Rahn di Peagadaian Syariah Unit Pasar Sentral 
Makassar mengenai ketentuan jika terjadi perselisihan dikemudian hari akan 
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai 
kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.88 Sesuai dengan 
ketentuan  Fatwa DSN-MUI dalam bagian penutup menjelaskan  apabilah  salah  satu  
pihak  tidak  memenuhi  kewajibannya atau   terjadi   perselisihan   maka   
penyelesaiannya dilakukan melalui Arbiterase Syariah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah.89 
Dari pemapamaran temuan penelitian di atas praktik akad Rahn di Pegadaia 
Syariah Sentral Makassar telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN- MUI serta 
sejalan dengan konsep fiqih baik dari prosedur yang disyaratkan oleh Lembaga 
maupun kontrak akadnya. 
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3. Analisis Akad Ijarah pada Praktik Gadai Emas dengan Ketentuan 
Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Central Makassar 
Gadai emas adalah produk lembaga keuangan syariah berupa fasilitas 
pembiayaan dengan cara memberikan utang (qardh) kepada Nasabah dengan 
jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (Rahn). Lembaga 
keuangan syariah selanjutnya mengambil upah (ujrah, fee) atas jasa 
penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad 
Ijarah (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (uqud murakkabah, multi-
akad), yaitu gabungan akad Qard, Rahn dan Ijarah. Menurut pandangan muamalat 
yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama  akad-akad   yang  
membangunnya adalah boleh, begitu halnya dengan multi  akad  dalam  
penelitian ini dalam transaksi gadai emas syariah. Pada dasarnya gadai emas 
syariah berdiri atas tiga akad. 
Akad Rahn dipaparkan seperti di atas. Selanjutnya Akad al-Ijarah dalam 
kontrak gadai dalam kombinasi akad pada produk pembiayaan  gadai menimbulkan 
biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dan termasuk bisnis/tIjarah, yaitu konsep 
penetapan harga sewa dan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Gadai syariah 
di Indonesia berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Rahn emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjily. 
Sejak  itu  marak  berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di 
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berbagai Bank Syariah. Gadai syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan 
mengganti biaya itu dengan biaya simpan atas dasar akad Ijarah (jasa). Karena pada 
dasarnya Ijarah yang bersifat pekerjaan (jasa). Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah 
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, Ijarah seperti ini 
menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai 
syari’at. Dibolehkan Ijarah atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, 
tetapi dilarang Ijarah terhadap benda yang diharamkan.90 Begitu halnya dengan  
transkasi gadai emas dibenarkan syariah karena sewa tempat penyimpanan barang 
jaminan juga dibenarkan oleh syariah.  
Akad Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu 
sendiri.91 Akad Ijarah sendiri pada dasarnya adalah sejenis kontrak jual beli.92 Yakni 
jual beli manfaat, sehingga penentuan ujrah pun harus sebanding dengan iwad.93 
Dalam akad Ijārah di Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar harus 
terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad Ijārah sebagaimana tercantum 
dibawah ini : 
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1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat /jasa simpan atas ma’jur sesuai 
dengan ketentuan penggunaan ma’jur selama 1 hari, tetap dikenakan biaya 
sepuluh hari 
2. Jumlah keseluruhan sewa tempat /jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh 
musta’jir diakhiri jangka waktu akad Rahn atau bersamaan dengan 
dilunasinya pinjaman 
3. Apabila ada penyimpanan marhūn terjadi hal-hal diluar kemampuan musta’jir 
sehingga menyebabkan marhūn rusak/ hilang maka akan diganti sesuai 
dengan peraturan yang ada di Pegadaia Syariah. 
Dalam praktik gadai emas syariah di Pegadaia Syariah Makassar juga 
termasuk kategori jual-beli yaitu jual beli tempat untuk  menyimpan  barang  
jaminan.  Namun, Jika terdapat cacat pada ma‟qud alaih (barang sewaan), penyewa 
boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya. 
Begitu halnya jika terdapat cacat pada tempat penyimpanan barang jaminan yang 
tidak meyakinkan nasabah maka, Nasabah boleh melanjutkan atau membatalkan 
kontrak gadai emas tersebut. Sesuai dengan pernyataan Chaeruddin: 
Tempat penyimpanan barang jaminan yang berbentuk emas ini disimpan 
dikantor ini (Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar) kecuali 
barang jaminan yang lain misalnya motor itu akan disimpan ditempat 
penyimpanan karena kantor Pegadaian kita kecil sehingga tidak bisa 
untuk menampungnya, dan jika kemudian hari Nasabah merasa keberatan 
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dengan tempat penyimpanan maka dibolehkan untuk membatalkan 
kontrak gadai dan biaya sewa dihitung dari hari yang telah berjalan.”94 
Apabila obyek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad Ijarah 
batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus 
dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan  tersebut tidak  
disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan 
barang sewaan, maka pihak penyewa barhak membatalkan sewa dan menuntut ganti 
rugi atas tidak terpenuhi haknya manfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika 
kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak 
membatalkan akad sewa, tetapi berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. 
Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak mebolehkan adanya kerusakan 
pada salah satu pihak, karena Ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati 
hal-hal yang mewajibkan kerusakan. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan 
Ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin 
pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula 
maksud yang diinginkan agama.95 Akad Ijarah dapatlah dikatakan sebagai akad yang 
menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (ujrah).96 
Dengan demikian tujuan akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas 
barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
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pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Ijarah dari pihak penyewa adalah 
pemanfaatan fungsi  barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, Ijarah 
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa,  Dalam akad Ijarah 
penetapan biaya sewa disesuaikan dengan jenis jaminan. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Chaeruddin, menyatakan; 
Setelah semua persyaratan dari pengajuan nasabah kepada pihak 
Pegadaian, dan disetujui oleh nasabah maka besaran sewa sebagai biaya 
tempat penyimpanan emas diperoleh dari perkalian jenis jaminan atau 
besara jaminan sesuai dengan taksiran.”97 
Penentuan biaya ujroh dengan menggunakan kualisifikasi atau jenis emas 
yang dijadikan jaminan serta penerapan akad Ijarah dalam penentuan biaya  sewa  
tempat  yang  digunakan  oleh  pihak Pegadaia Syariah sesuai dengan ketentuan 
Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai emas pada poin empat 
“Biaya penyimpanan barang (marhūn) berdasarkan akad Ijarah.98 
Berdasarkan paparan tersebut Fatwa DSN-MUI memberikan implementasi 
pada Peagadaian Syariah Makassar dengan mengamati adanya penggabungan akad 
al-qard, al-Rahn dan al-Ijarah sebagaimana yang dicantumkan pada Surat Bukti 
Rahn (SBR) Pegadaia Syariah Makassar. Dengan demikian masing-masing pihak 
menyandang tiga atribut sekaligus, nasabah sebagai pihak pengutang, penggadai 
(rahin), dan pihak penyewa tempat (ajir), adapun pihak Peagadaian sebagai 
pemberi  utang,  penerima barang jaminan  (murtahin), sekaligus  sebagai pemilik  
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jasa  tempat  sewa  (musta‟jir)  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI tentang 
pembiayaan yang disertai Rahn (at-tamwil al-mautsuq bi al-Rahn) yang 
menyatakan pada prinsipnya, akad Rahn dibolehkan hanya atas utang piutang (ad-
dain)  yang antara lain  timbul  karena  akad  qard, jua beli (al-bai‟) yang tidak 
tunai, atau akad sewa menyewa (Ijarah) yang pembayaran ujRahnya tidak tunai.99 
Sampai saat ini setidaknya ada tiga model penarikan dari pembiayaan gadai 
emas yang merupakan produk pembiayaan berdasarkan barang jaminan dengan 
menggunakan emas yang disalurkan dengan prinsip qard, Rahn, dan Ijarah, maka 
Pegadaian mendapat sewa tempat penyimpanan barang jaminan, biaya administrasi, 
dan denda keterlambatan. 
Ujroh yang merupakan keuntungan Pegadaian yang berbasis Syariah, Ujroh 
ini merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah sebagai bentuk sewa tempat 
penyimpanan barang jaminan. Dalam penentuan Ujroh Pegadaia Syariah Unit Pasar 
Sentral Makassar tidak ikut menentukan besar kecilya margin. Karena Pegadaia 
Syariah Unit Pasar Sentral Makassar hanya mengikuti ketentuan dari pegadaian pusat 
yaitu BPP (Buku Pedoman Pelaksanan) Pegadaian. 
Tabel 1.3 Biaya Ujroh Gadai Emas Pegadaia Syariah Central Makassar 
No 
Berat Perhiasan (GR…) Berat Kotor 
Berdasakan Taksiran 
Biaya UJROH 
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1 Rp 50.000,00 - Rp 500.000,00 0,45% Per/10 hari 
2 Rp 500.000,00 - Rp 20.000.000,00 0,71% Per/10 hari 
3 >Rp 20.000.000,00 0,62% Per/10 hari 
Sumber: Katalog Pegadaia Syariah Makassar, 2018 
Ketentuan - ketentuan biaya Ujroh sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai 
berikut: 
a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ marhūn bih 
b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan 
dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman Rahn sampai dengan 
tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung 
menurut satuan terkecil. 
c. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang. 
d. Rahin dapat melunasi sebelum jatuh tempo. 
e. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya ujroh) dibayar pada saat melunasi 
pinjaman. 
Tabel 1.4Presentase penetapan Marhūn Bih dan Nilai Taksir 
Gol Marhūn Bih Emas 
A Rp. 50.000-Rp. 500.000 95 % 
B1 Rp.550.000-Rp. 1.000.000 92 % 
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B2 Rp.1.50.000-Rp. 2.500.000 92 % 
B3 Rp.2.550.000-Rp. 5.000.000 92 % 
C1 Rp.5.100.000-Rp. 10.000.000 92 % 
C2 Rp.10.100.000-Rp. 15.000.000 92 % 
C3 Rp.15.100.000-Rp. 20.000.000 92 % 
D Rp. 20.100.000-ke atas 93 % 
 
Selanjutnya pendapatan Pegadaia Syariah adalah biaya administrasi, 
pembenanan biaya administrasi, biaya untuk layanan sebuah transaksi mendapat 
justifikasi dari banyak pakar ekonomi Islam.100 Namun, biaya administrasi menjadi 
keuntungan kedua bagi pihak Pegadaia Syariah Makassar adalah adanya biaya 
administrasi dalam proses pembiayaan Gadai Emas, rincian biaya adiminstrasi yaitu: 
 
Tabel 1.5  Biaya Administrasi Gadai Emas Pegadaia Syariah Makassar 
No 
Berat Perhiasan (GR…)  
Berat Kotor Berdasakan Taksiran 
Biaya 
Administrasi 
1 Rp 500.000,00-Rp 1.000.000,00 Rp 8.000,00 
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2 Rp 1.000.000,00- Rp 2.500.000,00 Rp 15.000,00 
3 Rp 2.500.000,00-Rp 5.000.000,00 Rp 25.000,00 
4 Rp 5.000.000,00-Rp 10.000.000,00 Rp 40.000,00 
5 Rp 10.000.000,00- Rp 15.000.000,00 Rp 60.000,00 
6 Rp 15.000.000,00-Rp 20.000.000,00 Rp 80.000,00 
7 >Rp 20.000.000,00 Rp 100.000,00 
Sumber: Katalog Pegadaia Syariah Makassar, 2018 
Dalam Pegadaia Syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada : 
a. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja 
b. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam surat edaran (SE) itu sendiri 
Dari tabel tersebut dapat kita amati contoh perhitungan biaya sewa serta biaya 
administrasi dari satu transaksi; 
- Barang Jaminan  : Cincin 5 Gram 
- Taksiran    : Rp    500.000/gram 
- Pinjaman    : Rp 1.500.000 
- Biaya Administrasi   : Rp      15.000 
- Lama Pinjaman  : 1 (Satu)  Bulan 
- Biaya Sewa    : 0.71 per 10 Hari (2.13%  per  /1 bulan)  x   
  Rp 1.500.000 = Rp 31.950 
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- Jumlah Semua Hutang : Rp 1.500.000 + Rp 15.000 + Rp 31.950 
  =  Rp 1.546.950 
Dari simulasi tersebut diperoleh biaya di Pegadaia Syariah dengan penentuan 
tarif Ijarah tidak berdasarkan besaran pinjaman. Akan tetapi, berdasarkan kepada 
barang jaminan yang telah ditentukan di brosur Pegadaia Syariah tersebut. 
Pendapatan terahir Pegadaia Syariah Makassar adalah denda keterlambatan 
yang menjadi keuntungan oleh pihak yaitu denda keterlambatan nasabah dalam 
pembayaran angsuran dihitung jika keterlambatan sampai sepuluh hari maka besaran 
denda sesuai dengan besaran ujroh. Namun, jika keterlambatan tidak sampai sepuluh 
hari maka tidak ada denda yang diberikan oleh pihak Pegadaia Syariah. Hal ini sesuai 
dengan perkataan Chaeruddin, menyatakan; 
Tetap ditagih angsurannya, mengirimkan surat teguran, surat peringatan 1 
sampai 3 dan denda ini sebesar sesuai dengan ujroh jika diatas 10 maka 
dikenakan denda sebesar biaya ujroh. Namun, jika nasabah tetap tidak 
memberikan respon balik maka, pihak Pegadaian akan menjual agunan yang 
kemudian jika harga jaminan tersebut melebihi dari pembiayaan yang 
diajukan uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak pegadaian setelah 
memotong biaya untuk menjual jaminan nasabah.”101 
 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Nasabah yang melakukan 
keterlabatan sampai 10 hari/atau lebih dari 10 hari dalam pembayaran angsuran maka 
dikenakan denda sebesar ujroh. Selain itu, ketika nasabah tetap tidak membayar 
meskipun pihak telah memberikan surat peringatan 1 sampai 3 maka pihak akan 
menjual (lelang) jaminannya. Di mana hasil pelelangan jaminan akan diambil oleh 
                                                             
101 Chaeruddin (37 tahun), Penaksir dsn Penaggung Jawab Tata Usaha Pegadaia Syariah 
Unit Pasara Sentral Makassar,  Wawancara, Makassar  05 Desember  2018. 
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pihak Perusahaan sesuai dengan kewajiban nasabah serta semua dari proses 
pelelangan biaya, sisanya akan dikembalikan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan 
ketentuan Fatwa DSN-MUI. 
Selanjutnya kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran kembali seluruh 
kewajiban nasabah kepada Pegadaia Syariah sesuai dengan jadwal angsuran. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan Chaeruddin, selaku Penanggung jawab Pegadaia Syariah 
Unit Pasar Sentral Makassar, menyatakan; 
Pembayaran dari Nasabah dilakukan sesuai jadwal angsuran yang 
disepakati, pembayaran itu juga bisa dilakukan secara langsung oleh 
nasabah ke Pegadain Syariah dan bisa juga memberi kuasa pada orang 
lain.102 
 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran angsuran 
sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh nasabah. Dimana cara pembayarannya 
bisa secara langsung nasabah datang ke Pegadaia Syariah Makassar atau melalui 
pihak lain yang diberikan kuasa. 
Selanjutnya mengenai jatuh tempo pembayaran kembali kewajiban nasabah 
jatuh tempo (bukan pada hari kerja), maka nasabah bersedia untuk melakukan 
pembayaran pada hari kerja sebelumnya. Nasabah yang tidak membayar kewajiban 
angsuran termasuk dalam kredit macet, maka pihak pegadaian melakukan 
penagihan. Hal ini seuai dengan pernyataan Chaeruddin selaku Penanggung jawab 
Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar, menyatakan; 
                                                             
102 Chaeruddin (37 tahun), Penaksir dsn Penaggung Jawab Tata Usaha Pegadaia Syariah 
Unit Pasara Sentral Makassar,  Wawancara, Makassar  05 Desember  2018. 
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Ketika ada nasabah yang tidak membayar kewajiban setelah jatuh tempo 
maka pihak Pegadaian akan menagih, misalnya lewat via telepon, karena 
biasanya ada juga nasabah itu lupa dengan jadwal angsuran dengan 
adanya kesibukan mereka.”103 
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika ada nasabah yang 
termasuk pembiayaan macet atau tidak lancar, maka pihak Pegadaia Syariah akan 
melakukan beberapa tindakan antara lain: 
1. Tetap menagih angsuran dengan SMS, telepon atau alat media lainnya 
2. Surat peringatan. 
3. Menagih dengan mendatangi rumah nasabah 
4. Memberikan surat teguran 
5. Memberikan surat peringatan dari suarat 1 sampai ke 3 
6. Menjual jaminan. 
Pelaksanaan pembayaran angsuran, pada pokoknya secara teknis yuridis telah 
dijelaskan dalam PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi 
Bank Syariah dan PBI No. 5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva 
produktif bagi Bank Syariah. Penjelasan peraturan tersebut memberikan 
pengertian bahwa akad qard secara umum adalah penyediaan dana atau tagihan 
antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam 
                                                             
103 Chaeruddin (37 tahun), Penaksir dsn Penaggung Jawab Tata Usaha Pegadaia Syariah 
Unit Pasara Sentral Makassar,  Wawancara, Makassar 05 Desember  2018. 
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untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu 
tertentu.104 
Pencantuman akad Ijarah di Pegadaia Syariah Makassar terlihat dalam 
kontrak akad Ijarah menyatakan Pegadaia Syariah dan Nasabah yang bertanda tangan 
di bawah surat buku Rahn (SBR) ini yakin murtahin (penerima gadai dalam hal ini 
PT Pegadaian Persero) dan rahin (pemilik marhūn atau kuasa dari pemilik marhūn), 
sepakat membuat akad Ijarah.105 
Akad Ijarah ini dilaksanakan setelah akad Rahn telah disepakati dan 
digunakan sebagai pintu masuk untuk menyewa tempat menyimpan jaminan. Multi 
akad dibenarkan secara syariah antara lain jika dilakukan secara terpisah. Menurut  
Ulama Hanafiyah, ketetapan akad Ijarah adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. 
Menurut Ulama Malikiyah, hukum  Ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. 
Ulama Hanbaliyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum Ijarah tetap pada 
keberadaannya, dan hukum tersebut menjadi masa sewa seperti benda yang 
tampak.106 
Dalam kontrak ijrah Pegadaia Syariah Makassar menerangkan musta‟jir 
menyewa ma‟jur (tempat penyimpanan atau gudang) milik mu‟ajjir untuk 
menyimpan marhūn milik Musta‟jir. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI 
yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan marhūn pada dasarnya menjadi 
                                                             
104 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah (Bandung: PT Refika Adimata, 2011), h. 268. 
105 Contoh Akad   Ijarah Pembiayan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Makassar  Tahun 2018. 
106 Dimyauddin Djuaini, Pengantar Fiqh Muamalah., Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 
156. 
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kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin dengan diikuti akad 
Ijarah sebagai akad untuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan.107 Sesuai 
dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI menyatakan pada dasarnya tanggung jawab untuk 
menyimpan barang jaminan adalah rahin. Namun, yang demikian akan mempersulit 
rahin jika harus menyimpan sendiri dan sebagai jaminan untuk   memberikan 
keyakinan pada Pegadaian sehingga penyimpanan jaminan boleh dilakukan oleh 
murtahin. 
Adapun penentuan sewa dengan akad Ijarah pihak Peagadaian Syariah 
Makassar memberikan ketentuan bahwa musta‟jir harus tunduk dan mengikuti segala 
peraturan yang berlaku di mu‟ajjir dan setuju dikenakan ujroh (sewa penyimpanan), 
dengan ketentuan tarif ujroh yang berlaku di  mu‟ajjir  atau  sebesar  yang tercantum  
dalam  nota  transaksi (struk). Besaran sewa yang ditentukan oleh Pegadaian harus 
disepakati oleh Nasabah dengan tidak ada potongan atau tawar menawar, hal 
demikian yang banyak diperdebatkan oleh para peneliti misalnya oleh Izzatul 
Mardiah yang menyatakan bahwa penentuan besaran sewa tidak memenuhi keadilan 
formal dan substansial108 Apabila musta‟jir meninggal dan terdapat hak dan 
kewajiban terhadap mu‟ajjir ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut 
jatuh kepada ahli waris mu‟ajjir sesuai dengan ketentuan waris. 
                                                             
107 H. M. Ichwan Sam Dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No 3 & 4, h. 155. 
108 Izzatul Mardhiah, dalam Disertasi yang dibuktikan dengan judul Prinsip Keadilan dalam 
Penetapan Biaya Ijarah di Pegadain Syariah “Diseratsi” (Jakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Syarif 
Hidayatullah, 2013). 
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Selanjutnya pembayaran utang serta biaya sewa dibayar oleh nasabah setelah 
jatuh tempo atau akad berakhir. Akad berakhir ketika barang  telah diserahkan   
kembali pada  pemiliknya, rahin membayar hutangnya,  Pembebasan  hutang dengan  
cara apapun,  meskipun  dengan pemindahan oleh murtahin, dan dijual dengan 
perintah hakim atas perintah rahin. 
Disamping itu, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa produk 
pembiayaan yang mengandung beberapa kontrak harus dilakukan secara terpisah dan 
diselesaikan salah satunya sebelum pindah pada akad selanjutnya. Dalam kasus 
kontrak gadai emas di Pegadaia Syariah Makassar penerapan multi akad tersebut 
telah   dipisahkan sehingga keberadaan beberapa akad tersebut sangat jelas sesuai 
dengan fungsi masing-masing akad. Meskipun, secara logika masih dapat dipahami, 
jika terjadi bentuk-bentuk transaksi yang menggabungkan akad tijari (komersil) 
dengan akad tabarru‟ (sosial), maka akan menimbulkan anggapan bahwa transaksi 
tersebut dianggap sebagai bentuk hilah hanya mengalihkan penarikan keuntungan 
dari akad tabarru‟ kepada akad tIjarah.109 Namun, tidak dapat dipungkiri dalam 
kenyataan akad tabarru‟ sering digunakan untuk menjembatani atau memperlancar 
akad tIjarah, sehingga keberadaan akad Ijarah di Pegadaia Syariah Makassar tersebut  
dibenarkan  sesuai  dengan  Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan keberadaan biaya 
pemeliharaan jaminan sebagai   bagian tambahan terhadap kontrak al-Rahn, karena 
keberadaan akad Ijarah  tersebut pada dasarnya hanya disepadankan dengan biaya 
ujrah tempat pemeliharaan jaminan. 
                                                             
109 Asmadi Mohamed Naim, “Sistem Gadaian Islam,” Journal Islamiyat. 2004, h. 39 
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Praktik multi akad di Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar tersebut 
boleh karena tidak menjadi wasilah (media) untuk melakukan hal haram, tidak 
menjadi hilah ribawiyah, dan beberapa akad tersebut tidak menimbulkan akibat 
hukum yang saling menafikan. Multi akad itu dibenarkan jika tidak menjadi wasilah 
(media) untuk melakukan hal haram, tidak boleh menjadi hilah ribawiyah (rekayasa 
dengan cara tertentu untuk membenarkan tindakan ribawi yang dilakukan secara 
formalitas tetapi sebenarnya haram menurut syariah) serta penggabungan akad tidak 
boleh menimbulkan akibat hukum yang saling menafikan contoh bai‟ul „inah, 
mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, 
dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut 
syariat Islam dengan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, 
tidak diharamkan dan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau 
membatalkannya.110 
 
 
 
 
 
                                                             
110 Hasanudin. (Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan 
Syariah di Indonesia, h. 13. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis 
mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Transaksi yang digunakan oleh Pegadaia Syariah unit Pasar Sentral Makassar 
sendiri dalam mekanisme operasional gadai emas dilakukan dengan 
menggunakan transaksi tiga  akad, yaitu akad  Qard, akad Rahn dan akad Ijarah. 
Penjelasan rinci mengenai  akad yang dimaksud, tertera pada lembar belakang 
SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah (rahin) dapat 
memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep akad-akad yang 
dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan, namun dalam teknis 
pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu 
lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup akad- akad  
tersebut. 
2. Kesesuaian Praktik gadai emas pada Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral 
Makassar berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 25 dan 26 /DSN-MUI/III/2002 : 
 Praktik akad qard digunakan untuk transaksi pinjam uang tanpa imbalan, 
di Pegadaia Syariah Makassar telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-
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MUI. Pelafadzan akad Pegadaia Syariah Unit Pasar Sentral Makassar 
kontrak akad qard dilakukan secara lisan. 
 Selanjutnya akad Rahn digunakan untuk transaksi penahanan jaminan 
nasabah berupa emas  berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, di 
Pegadaia Syariah Makassar telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN- 
MUI. 
 Terakhir penerapan akad Ijarah yang digunakan untuk sebagai media 
untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang 
jaminan, pada Pegadaia Syariah Makassar, telah sesuai dengan Fatwa 
DSN-MUI No.25&26. 
B. IMPLIKASI 
Hendaklah dilakukan pengaturan konstruksi sistem operasional pembiayaan 
gadai baik di Pegadaia Syariah Makassar ataupun Perbankan Syariah  agar  selalu  
didasarkan  pada  standar  Fatwa Dewan Syariah Nasional  25/DSN-MUI/III/2002 
tentang Rahn, Fatwa  DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002, hendaknya standar fatwa 
tersebut dapat ditingkatkan fungsinya menjadi instrument pengaturan untuk 
menjamin kepatuhan operasional Pegadaia Syariah terhadap prinsip dasarnya, yaitu 
prinsip syariah. 
Perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai produk- produk 
Pegadaia Syariah  kepada masyarakat luas, dan juga para praktisi lembaga keuangan  
syariah sehingga  dapat berkembang lebih baik. 
102 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Al-Qur’an Al-Karim. 
Abd. Hakim, Atang, Fiqih Perbankan Syariah ,Bandug: PT Refika Adimata, 2011. 
Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Mughni . Riyad ; Maktabah al-Riyadh al-
Haditsh,1981. 
Al-Dabbu, Ibrahim Fadhil, Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa-Tatbhiq Jordan: Dar 
Al-Manahij, 2008. 
Ali, Zainuddin . Hukum Gadai Syariah. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. 
Anshori, Abdul Ghafur,  Gadai Syariah di Indonesia Konsep, Implementasi dan 
Institusionalisasi. Yogyakarta ; Gadjah Mada University Press, 2006. 
Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori dan Praktek, 2001. 
Anwar, Muhammad, Fiqh Islam Bandung: PT. Al Ma’arif, 1998. 
Anwar,Syamsul, Hukum Perjajian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih 
Muamalat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007. 
Azani,Muhammad,  Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai 
Emas Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam 
“jurnal Perspektif Hukum, Vol. 15 No. 2 ”Riau: Fakultas Hukum Universitas 
Lancang Kuning Pekanbaru November 2015. 
Busari, Saheed Abdullahi & Aminu, Sikiru Olanrewaju,. The Application of Ar-
rahan-based Microcredit facility as an Alternative Instrument for 
povertalleviation in Nigeria. Journal of Islamic Finance, Vol. 6 No. 1 (2017) 
051 – 064 IIUM Institute of Islamic Banking and Finance ISSN 2289-2117 
(O) / 2289-2109 .2017. 
Chapra, Umer dkk. Keuangan dan Investasi Syariah ; Sebuah Analisa Ekonomi 
Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008. 
103 
 
Dahlina, Rina,“Kedudukan Lembaga Gadai Syariah (ar- Rahn) Dalam Sistim 
perekonomian Islam Studi Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan 
Bank BNI Unit Syariah Medan”Tesis.Sumatra Utara: Universitas Sumatera 
Utara, 2005. 
Daud, Sunan Abi, Terjemahan Sunan Abi Daud, Buku 4“Terj.”Bey Arifin, dkk. 
Semarang, Asy-Syifa: tt. 
 Djuaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2010. 
Dziauddin Syarif, dkk, Understanding the Reasoning Pattern of Islamic Jurists Views 
on the Status of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) ,Contranct and its Ruling, 
International Academic Converence, Istanbul. 2014. ISBN-978-80-87927-00-
7, IISES. 
Elsefy,aHossan, Islamic Finance; A Comparative Jurisprudential Study (Kuala 
Lumpur:2009. 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2002. 
Hasan, Abdul Halim , Tafsir Al-Ahkam, Ed. 1,  Cet. 1,Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2006. 
Hasanudin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga 
Keuangan Syariah di Indonesia,2009. 
Herfika,Desmutya Cahyusha, Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit pada 
Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan pada Pegadaia Syariah (Studi 
Pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri) “Jurnal Ilmiah”. 
Hidayat, Enang. Transaksi Ekonomi Syariah, Bandung ;  PT Remaja Rosdakarya , 
2016. 
Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, yogyakarta: Kota Kembang, 2000. 
Irsad , M, Peran dan Prospek Perum Pegadaian dalam masa krisis. Edisi XXV No. 
XXI.  Gema Stikubank . 
104 
 
Iswardono. Uang dan Bank,edisi ketiga ; Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta. 1989. 
Jamhuri, dan A. Zainuddin , Al Islam 2 Muamalah dan Akhlak,1999. 
Janwari, Yadi. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2015. 
Joseph E, and Eseoghene J, Poverty Alleviation Through Micro Financing in Nigeria: 
Prospects and Challenges. Journal of Financial Management & Analysis, no.1 
2010. 
Karim, Adiwarman A , Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan,Jakarta: PT. Rja  
Grafindo Persada, 2007. 
Karim,Helmi, Fiqih Muamalah,Jakarta;PT Rajagrafindo Persada,1997. 
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Edisi Revisi 2013. 
Lutfiah, Minikmatin, Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fatwa DSN NO. 
26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Studi Di Bank Syariah Mandiri 
Semarang), SI Muamalah IAIN Walisongo Semarang, 2011. 
Mahali,A. Mudjab. Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an, Ed.1, Cet.1,Jakarta: 
PT RajaGrafindo Persada, 2002. 
Maksum, Muhammad, Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur 
Tengah ,2013. 
Mardhiah,Izzatul Prinsip Keadilan dalam Penetapan Biaya Ijarah di  Pegadain 
Syariah “.2013. 
Mas’adi, Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta : PT Rajagrafindo 
Persada, 2002. 
Mohamed Naim,Asmadi “Sistem Gadaian Islam,” Journal Islamiyat.2004. 
Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung ; Remaja Rosda Karya, 
2004. 
Mudhofir, Siswanto. Peran Bank Perkreditan Rakyat dalam Pengembangan Usaha 
Kecil dan Sektor Informal. Institut Banking Indonesia, 2000. 
105 
 
Munandar, Anwar, Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syaria‟ah 
Cabang Kusumanegara Yogyakarta “Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas 
Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005. 
Naida & Dodi, Praktik dan Karakteristik Gadai Syariah di Indonesia. Jurnal. 
Universitas Indonesia, 2012. 
Pasal 1 ayat 13 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan. 
Purwadi , Ari. “Perjanjian Baku Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank”, 
Hukum dan Pembangunan. No.1 Tahun XXV, 1995. 
Qal’aji ,Muhammad Rawas, Fiqhus Sunnah,Beirut: Darul kitab al-Arabi, 1987, 
cetakan ke 8. 
Rahman, Lina Aulia, Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah 
Dengan Psak Dan Fatwa Dsn Mui (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di 
Pegadaia Syariah Surabaya) “Jurnal Jestt Vol. 2 No. 11”,Surabaya: 
universitas airlangga, November 2015. 
Rahmani Timorita Yulianti, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak 
Syariah “Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol.2, No.1”, Yogyakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, Juli 2008. 
Robert , Yin. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012. 
Sahal, Lutfi, Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracs Multi 
Akad Gadai Emas) Pada Bank Syariah Mandiri Dan Pegadaia Syariah “Jurnal 
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol.6, No. 2 ” Banjarmasin: Institut Agama 
Islam Negeri Antasari, 2015. 
Sam, H. M. Ichwan Dkk, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Ketentuan 
No.2,2011. 
106 
 
Sari Melinda dan Ilyda Sudrajat, Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di 
Pegadaia Syariah Cabang Setia Budi Medan “Jurnal Ekonomi dan Keuangan: 
Vol. 1, No. 2”2013. 
Sayyid, Sabiq. Fiqh al-Sunnah. Beirut :Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1973. 
Shihab , Qurais. Al-Quran dan Terjemah. Departemen Agama RI edisi revisi, 2002. 
Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, 
2011. 
Susilowati. Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian 
Semarang. Tesis, Universitas Diponegoro. 2008. 
Syafe’I,r\Rachmat, Fiqih Muamalah (Bandung : Pustaka Setia, 2001 
Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 
1405H/1985M), Cet. II Juz V. 
Wardhani, Anggia Jancynthia Nurizki, Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Bank 
Syariah Mandiri Surabaya. JESTT Vol. 2 No. 12 Desember 2015 
Yanggo, T.  Problematika Hukum Islam Kontemporer III,2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 
 
L 
A 
M 
P 
I 
R 
A 
N 
 
108 
 
109 
 
110 
 
111 
 
112 
 
 
113 
 
 
114 
 
115 
 
 
 
116 
 
 
 
117 
 
 
 
118 
 
 
 
119 
 
 
 
120 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
A. Identitas 
Nama    : Debrillya Tri Ramadhani 
Nim    : 80500215009 
Fakultas/Prodi   : Pascasarjan/ Ekonomi Syariah 
Tempat, Tanggal Lahir  : Ujung Pandang, 18 April 1990 
Alamat Rumah   : Jl. Skarda N1/No.16 
No. Tlp    : 085145409696 
Email     : debrillyaramdhani@gmail.com 
 
B. Keluarga 
Ayah    : Hidayat Ali (alm) 
Ibu    : A. Ani Irnah Mardiah (almh) 
Kakak    : 5 ( 2 laki- laki, 2 perempuan) 
 
C. Pendidikan  
1. SDN Gunung Sari 1 Kota Makassar 
2. SMPN 33 Makassar 
3. SMA N 1 Sungguminasa Gowa 
4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
 
